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Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dengan 
Jaminan Buku Nikah Di Desa Jampes Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk” 
adalah penelitian yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah tentang 
bagaimana praktik pinjaman dengan jaminan buku nikah di Desa Jampes 
Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dan bagaimana analisis hukum Islam 
terhadap praktik pinjaman dengan jaminan buku nikah di Desa Jampes Kecamatan 
Pace Kabupaten Nganjuk.  
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara 
terhadap beberapa pihak yang bersangkutan dan dokumentasi, kemudian data yang 
telah terkumpul tersebut dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif 
dengan pola pikir induktif. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah konsep 
pinjaman dan jaminan dalam hukum Islam.  
Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu: pertama, 
rukun dan syarat jaminan dalam praktik pinjaman atau utang piutang tersebut telah 
terpenuhi dan barang atau benda yang digunakan sebagai jaminan dalam utang 
piutang tersebut adalah buku nikah yang memiliki nilai berharga, sah dan boleh 
digunakan dalam pinjaman. Kedua, praktik pinjaman dengan jaminan buku nikah 
tersebut telah memenuhi rukun dalam pinjaman, namun terdapat satu syarat yang 
tidak terpenuhi yaitu dalam pinjaman terdapat tambahan. Tambahan dalam 
pinjaman atau utang piutang tidak diperbolehkan karena meranah pada unsur riba 
yang memberatkan dan merugikan bagi peminjam dan hukum riba haram dalam 
Islam. Dengan demikian, praktik pinjaman dengan jaminan buku nikah di desa 
Jampes Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk hukum jaminannya yang berupa 
buku nikah sah dan diperbolehkan, namun praktik pinjaman tersebut harus 
dihindari karena mengandung riba.  
Sejalan dengan kesimpulan diatas, sebaiknya praktik utang piutang 
dengan jaminan buku nikah dilakukan dengan menggunakan prinsip syariah agar 
terhindar dari unsur riba yang diharamkan oleh Islam.  
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A. Latar Belakang 
Islam adalah agama yang sempurna dengan berbagai macam kaidah-
kaidah dasar sebagai aturan disegala aspek kehidupan manusia, baik dalam hal 
ibadah maupun dalam hal muamalah (hubungan antar makhluk). Setiap manusia 
membutuhkan hubungan interaksi antar manusia lain. Manusia diciptakan Tuhan 
dengan keadaan yang saling membutuhkan dan melengkapi, sehingga tidak akan 
mungkin manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa pertolongan 
dan bantuan dari orang lain.1  
Dalam Islam manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong, namun 
harus dapat dipahami bahwa terdapat suatu batasan-batasan yang perlu 
diperhatikan agar tidak berbuat semaunya sendiri seperti yang ditegaskan Allah 
dalam Alquran Surah Al Ma>idah ayat 2 yang berbunyi: 
ْثِم َواْلُعْدَوانِ ۖ  َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلِبرِ  َوالت َّْقَوى     نَّ اللََّه َشِديُداْلِعَقابإِ  ۖ  َوات َُّقوا اللَّهَ  ۖ  َواَل تَ َعاَونُوا َعَلى اْْلِ
 “... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, 
dan bertaqwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah sangat berat 
siksa-Nya”.2 
                                                          
1 Muhammad Arifin bin Badri, Sifat Perniagaan Nabi Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam 
(Bogor: Darul Ilmi Publishing, 2012), 1. 
2 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: Al-Mahira, 2015), 
106. 
 

































Pada dasarnya segala bentuk muamalah yang terdapat dalam kehidupan 
manusia hukumnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya, 
sebagimana yang terdapat dalam kaidah fiqih sebagai berikut: 
بَاَحُة ِاالَّ َأْن َيُدلَّ َدلِْيٌل َعَلى َتْحرِْيِمَها    اَْْلَْصُل ِفْي اْلُمَعاَمَلِة اْْلِ
“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang 
menunjukkan keharamannya”.1 
 
Kaidah di atas mengandung arti bahwa hukum Islam bersifat fleksible 
dengan memberikan kesempatan yang sangat luas terhadap berbagai macam 
bentuk muamalah yang baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hidup 
masyarakat saat ini.2 
Salah satu contoh dari bentuk muamalah dalam kehidupan sehari-hari 
adalah praktik pinjam-meminjam atau dikenal dengan istilah utang piutang. 
Penyebab dari munculnya praktik ini salah satunya adalah adanya ketidak 
merataan dalam hal materi. Dengan demikian secara perlahan kesenjangan 
ekonomi akan terjadi sehingga untuk mengatasi hal tersebut dapat mendorong 
adanya pihak yang menyediakan peminjaman (utang). 
Dalam Islam, pinjaman atau utang dikenal dengan istilah qard, yaitu 
pemberian sebagian atau sejumlah harta kepada orang lain dengan maksud dan 
tujuan untuk membantu yang pada akhirnya dapat ditagih atau diminta kembali 
oleh orang yang memberi pinjaman atau utang. Dalam istilah lain qard dapat 
                                                          
 
1 Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-
masalah yang Praktis (Jakarta: Kencana, 2017), 10. 
2 Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya 
dalam Ekonomi Shari’ah (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 15. 
 

































diartikan dengan meminjamkan harta tanpa mengharapkan tambahan atau imbalan 
dalam pengembaliannya.3 
Aqad qard memfasilitasi peminjaman sejumlah uang atau harta dengan 
tanpa adanya pembebanan bunga atas pinjaman yang dilakukan. Pada dasarnya 
aqad qard adalah aqad yang menggunakan sistem transaksi yang bersifat sosial 
karena tidak disertai dengan pengambilan bunga maupun keuntungan atas uang 
atau harta yang telah dipinjamkan.4  
Ketika hubungan utang piutang telah terjadi, maka timbullah hak dan 
kewajiban, apabila suatu saat nanti terjadi wanprestasi dalam utang pitang maka 
disinilah akan timbul pemikiran tentang adanya sebuah jaminan. Jaminan ialah 
agunan (penanggung dari utang yang telah dipercayai) atau tanggungan atas 
pinjaman yang telah diterima orang yang melakukan utang kepada orang yang 
memberi pijaman atau utang.5 
Istilah jaminan dalam fiqih muamalah disebut sebagai rahn, yaitu 
menahan salah satu benda atau barang orang yang berutang sebagai jaminan atas 
pinjamannya kepada orang yang memberi utang yang telah diterimanya. Benda 
atau barang yang ditahan sebagai jaminan tersebut harus memiliki nilai ekonomis. 
Dengan begitu orang yang memberikan utang mempunyai jaminan untuk 
memperoleh sebagian atau seluruh hartanya yang telah dipinjamkan. Secara 
                                                          
3 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), 
131. 
4 Rizal Yahya, Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer (Jakarta: Salemba 
Empat, 2016), 292-293. 
5 Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 193. 
 

































sederhana dapat dikatakan bahwa rahn adalah jaminan utang dari orang yang 
berutang kepada orang yang memberi utang atau gadai.6 
Dalam definisi lain disebutkan rahn adalah menjadikan suatu benda 
mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai kepercayaan dari suatu 
transaksi pinjaman atau utang, sehingga dimungkinkan dengan adanya benda atau 
berang tersebut dapat diambil sebagian atau seluruh utang. Rahn dapat diartikan 
sebagai pinjam meminjam uang dengan menyerahkan benda atau barang yang 
disertai dengan batas waktu (apabila telah sampai pada batas waktunya dan hutang 
belum dibayar lunas, maka benda atau barang yang menjadi jaminan tersebut 
menjadi milik orang yang memberikan pinjaman atau utang).7 
Ulama Syafi’iyyah mendefinisikan rahn sebagai berikut: 
َها ِعْنَد تَ َعذَِّر َوفَائِِه  َقٌة ِبَدْيٍن ُيْستَ ْوَفى ِمن ْ  َجْعُل َعْيٍن َوثِي ْ
“Menjadikan sesuatu atau barang sebagai jaminan utang yang dapat 
dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak bisa 
membayar utangnya”.8 
 
Dari definisi Imam Syafi’i di atas secara tidak langsung dapat dijelaskan 
bahwa yang dikatakan dengan jaminan adalah sesuatu atau barang yang memiliki 
nilai yang dapat dijadikan sebagai ganti atau pelunasan atas utang yang dilakukan 
apabila utang tersebut tidak dapat dilunasi dan sesuatu atau barang yang tidak 
                                                          
6 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), 
128. 
7 Syaiful Jazil, Fiqig Mu’amalah (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 115. 
8 Idri, Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi) (Surabaya: UIN Sunan Ampel 
Press, 2014), 103. 
 
 

































memiliki nilai ekonomis tidak dapat digunakan menjadi sebuah jaminan dalam 
pinjaman atau utang piutang. 
Dalam KUH Perdata, gadai dirumuskan sebagai “sesuatu hak yang 
diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan 
kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan 
yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan 
dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang 
lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang 
dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya 
mana harus didahulukan”. Sedangkan pengertian gadai menurut ketentuan Hukum 
Adat yaitu “menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang 
secara tunai, dengan ketentuan: si penjual (penggadai) tetap berhak atas 
pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali”.9 
Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya 
rahn adalah menahan benda atau barang dari orang yang berutang dimana barang 
atau benda tersebut memiliki nilai ekonomis dalam pandangan syariah yang dapat 
digunakan sebagai kepercayaan atas utang piutang yang dilakukan dan 
memungkinkan orang yang memberi pinjaman atau utang piutang mengambil 
manfaat baik secara keseluruhan atau sebagian dari barang atau benda yang 
dijadikan sebagai jaminan tersebut. 
                                                          
9 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 
1994), 140. 
 

































Rahn dalam Fatwa DSN MUI diatur pada Fatwa No. 25/DSN-
MUI/III/2002 tentang rahn dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 
Pertama, Hukum yang menyatakan; Bahwa pinjaman atau utang dengan 
menggadaikan barang sebagai jaminan atas utang dalam bentuk rahn 
diperbolehkan. 
Kedua, ketentuan umum yang menjelaskan tentang: 
1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun 
(barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) 
terbayar dengan lunas. 
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, 
marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali atas izin dari 
rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu 
sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. 
3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi 
kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, 
sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan marhun tetap 
menjadi kewajiban rahin. 
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh 
ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 
5. Penjualan marhun 
a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk 
segera melunasi utangnya. 
 

































b. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun 
dapat dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. 
c. Hasil penjualan dari marhun digunakan untuk melunasi utang, 
biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta 
biaya penjualan. 
d. Kelebihan hasil dari pejualan marhun menjadi milik rahin dan 
apabila terdapat kekurangan, maka kekurangan tersebut juga 
menjadi kewajiban rahin. 
Ketiga, ketentuan penutup yang berisi; apabila salah satu dari pihak tidak 
menunaikan kewajibannya atau apabila terjadi perselisihan diantara 
kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan 
Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 
musyawarah. 
Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor : 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 rahn 
didefinisikan sebagai berikut: “Penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi 
pinjaman sebagai jaminan”.10 
Dengan demikian, barang jaminan tersebut hanya sebagai bentuk 
kepercayaan atas utang yang telah diberikan, yang pada dasarnya status 
kepemilikan atas barang masih milik orang yang berutang tetapi tertahan berada 
ditangan pemberi utang atau orang yang menerima barang gadai. Misalnya 
                                                          
10 Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 190. 
 

































jaminan utang seseorang adalah sebuah rumah, maka jaminan yang ditahan adalah 
sertifikatnya, dan apabila jaminannya mobil maka yang ditahan BPKBnya.11 
Dari pemaparan di atas diketahui bahwa utang piutang dengan meminta 
sebuah jaminan hukumnya diperbolehkan (Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-
MUI/III/2002 tentang Rahn). Dengan ketentuan barang atau benda yang menjadi 
obyek jaminan tersebut secara hukum syara’ memiliki nilai ekonomis. Namun, 
yang terjadi dalam praktik dikehidupan eramodern seperti sekarang ini terdapat 
sebuah kasus yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian, 
tepatnya di Desa Jampes Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, dimana terjadi 
praktik pinjaman atau utang piutang dengan obyek jaminanannya adalah Buku 
Nikah. Dapat diketahui jika terjadi wanprestasi buku nikah yang digunakan 
sebagai jaminan tidak dapat dijual untuk melunasi utang dan masih terdapat 
banyak obyek yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam utang piutang selain 
buku nikah. Dengan demikian, fokus utama dalam penelitian yang akan dikaji 
penulis adalah tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dengan 
Jaminan Buku Nikah di Desa Jampes Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk”.  
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
Cakupan yang dimungkinkan akan muncul dalam pembahasan dari 
penelitian penulis sebagai obyek kajian masalah adalah sebagai berikut: 
a. Pengertian qardh dan rahn dalam Hukum Islam. 
                                                          
11 Ibid, 191. 
 

































b. Faktor yang melatar belakangi terjadinya jaminan buku nikah. 
c. Mekanisme akad rahn dalam praktik pinjaman. 
d. Analisis Hukum Islam terhadap pinjaman dengan jaminan buku nikah. 
2. Batasan Masalah 
Agar penelitian ini dapat mencapai suatu pemahaman yang terarah 
berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis memberikan batasan 
masalah yang akan dibahas, yaitu: 
1. Praktik pinjaman dengan jaminan buku nikah di Desa Jampes Kecamatan 
Pace Kabupaten Nganjuk. 
2. Analisis Hukum Islam terhadap pinjaman dengan jaminan buku nikah di 
Desa Jampes Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di temukan pokok 
permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini yaitu: 
1. Bagaimana praktik pinjaman dengan jaminan buku nikah di Desa Jampes 
Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk? 
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pinjaman dengan jaminan buku 
nikah di Desa Jampes Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk? 
 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah deskripsi secara ringkas tentang kajian/penelitian 
yang pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga memperjelas 
 

































bahwa kajian yang diteliti bukan merupakan pengulangan kembali atau duplikasi 
dari penelitian terdahulu. 
Penulis menemukan beberapa penelitian yang membahas tentang utang-
piutang, diantaranya sebagai berikut: 
1. Skripsi dengan judul “Studi hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang 
Dengan Jaminan Barang Kreditan di Desa Brangkal Kecamatan Bandar 
Kedungmulyo Kabupaten Jombang” oleh Agustini Purwandani tahun 2009.12 
Penelitian ini membahas tentang deskripsi praktek utang piutang dengan 
menjaminkan barang kreditan di Desa Brangkal Kecamatan Bandar 
Kedungmulyo Kabupaten Jombang dan mendeskripsikan aqad jual beli 
dengan sistem kredit di Desa tersebut untuk mengetahui faktor yang 
melatarbelakangi terjadinya praktik utang piutang dengan menjaminkan 
barang kreditan ini dan membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap 
praktik tersebut. 
2. Skripsi dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Kasus Pemanfaatan 
Jaminan Utang Piutang yang Dimanfaatkan Piutang” oleh Miftahul Khoiriyah 
tahun 2010.13 Pembahasan dari penelitian ini yaitu tentang praktik 
pemanfaatan jaminan utang piutang yang dimanfaatkan piutang di Desa 
Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dan tinjauan hukum Islam 
                                                          
12 Agustini Purwandi, Studi Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Jaminan 
Barang Kreditan di Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang (Skripsi-
-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009). 
13 Miftahul Khoiriyah, Perspektif Hukum Islam Terhadap Kasus Pemanfaatan Jaminan Utang 
Piutang yang Dimanfaatkan Piutang (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010). 
 

































terhadap kasus pemanfaatan jaminan utang piutang yang dimanfaatkan 
piutang. 
3. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Hutang 
Berupa Akta Kelahiran Anak di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo 
Kabupaten Madiun” oleh Ulfa Sadiyah tahun 2016.14 Penelitian tersebut 
membahas tentang praktik jaminan hutang berupa akta kelahiran anak di Desa 
Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun dan tinjauan hukum Islam 
terhadap jaminan hutang berupa akta kelahiran tersebut. 
4. Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penahanan Sawah 
Sebagai Jaminan Pada Hutang Piutang di Desa Kebalan Pelang Kecamatan 
Babat Kabupaten Lamongan” oleh Muhammad Syifaul Anshori tahun 2017.15 
Penelitian ini membahas tentang praktik penahanan sawah sebagai jaminan 
pada hutang piutang di Desa Kebalen Pelang Kecamatan Babat Kabupaten 
Lamongan dan analisa hukum Islam terhadap penahanan sawah sebagai 
jaminan pada hutang piutang tersebut. 
5. Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Uang Jumputan 
di Desa Bantengputih Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan” oleh 
Ananda Elsa Syafitri pada 2017. Penelitian ini menjelaskan tentang 
implementasi utang piutang uang jumputan di Desa Balengputih Kecamatan 
                                                          
14 Ulfa Sadiyah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Hutang Berupa Akta Kelahiran Anank 
Di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 
2016). 
15 Muhammad Syifaul Anshori, Analisa Hukum Islam Terhadap Penahanan Sawah Sebagai 
Jaminan Pada Hutang Piutang Di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan 
(Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017). 
 

































Karanggeneng Kabupaten Lamongan dan analisis hukum Islam terhadap 
implementasi utang piutang uang jumputan tersebut tersebut.16 
Beberapa judul skripsi di atas menegaskan bahwa skripsi yang akan 
ditulis oleh penulis berbeda dengan skripsi-skripsi yang telah ada sebelumnya, 
perbedaan tesebut berada pada obyek jaminan yang digunakan. Dalam skripsi 
pertama menggunakan jaminan yang berupa barang kreditan, skripsi kedua 
menggunakan jaminan yang dimanfaatkan oleh piutang, skripsi ketiga 
menggunakan jaminan yang berupa akta kelahiran, skripsi keempat 
menggunakan jaminan yang berupa penahanan sawah dan skripsi yang kelima 
adalah skripsi dengan utang piutang uang jumputan. Obyek jaminan yang 
digunakan penulis dalam skipsi ini adalah jaminan buku nikah. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang akan di capai penulis dari penelitian ini yaitu sebagai 
berikut: 
1. Menjelaskan praktik pinjaman dengan jaminan buku nikah di Desa Jampes 
Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. 
2. Menjelaskan analisis hukum Islam terhadap pinjaman dengan jaminan buku 
nikah di Desa Jampes Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. 
 
 
                                                          
16 Ananda Elsa Syafitri, Analisa Hukum Islam Terhadap Utang Uang Jumputan Di Desa 
Bantengputih Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan (Skripsi--UIN Sunan Ampel 
Surabaya, 2017). 
 

































F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat membawa manfaat yang 
positif dan memiliki nilai guna baik untuk kalangan akademisi ataupun non 
akademisi. Secara umum kegunaan dari hasil penilitian ini dapat terbagi kedalam 
dua aspek yaitu sebagai berikut:  
1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah khazanah wawasan 
ilmu pengetahuan dibidang muamalah yang berkaitan dengan jaminan 
pinjaman atau utang piutang baik kepada penulis maupun pembaca tentang 
bagaimana paktik pinjaman dengan jaminan yang sesuai dengan syariah Islam. 
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan dan panduan dalam melakukan muamalah dengan lebih berhati-
hati agar tercapai praktik muamalah yang sesuai dengan ketentuan syariah 
sehingga bisa menjadi sarana yang tepat untuk mencapai tujuan syariah Islam. 
 
G. Definisi Operasional 
Definisi operasional bertujuan untuk memberikan penjelasan dan 
penegasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep penelitian. 
Maka penulis memberikan definisi penjelas sebagai berikut: 
1. Hukum Islam adalah ketentuan atau aturan yang digunakan sebagai dasar 
dalam setiap kegiatan muamalah manusia, yang meliputi Alquran, Hadis serta 
pendapat fuqaha’ yang menjadi pedoman dalam penulisan skripsi analisis 
Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dengan Jaminan Buku Nikah ini. 
 

































2. Jaminan adalah agunan (penanggung dari utang yang telah dipercayai) atau 
tanggungan atas pinjaman yang telah diterima orang yang berutang kepada 
orang yang memberi pijaman yang bernilai ekonomis. 
3. Buku nikah adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama 
RI yang membuktikan mengenai status dan peristiwa perkawinan seseorang 
secara sah dimata hukum. 
 
H. Metode Penelitian 
Metode penilitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian 
lapangan (field research), dimana data yang dikumpulkan penulis berdasarkan pada 
fakta lapangan yang digunakan sebagai obyek penelitian yaitu sebagai berikut: 
1. Data yang Dikumpulkan 
Data yang dikumpulkan penulis untuk menjawab pertanyaan yang 
terdapat dalam rumusan masalah yaitu sebagai berikut: 
a. Gambaran umum Desa Jampes. 
b. Data tentang praktik pinjaman dengan jaminan buku nikah di Desa 
Jampes Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. 
c. Data Hukum Islam tentang pinjaman dengan jaminan buku nikah. 
2. Sumber Data 
Sumber data yaitu sumber dari mana data didapatkan dan digali, baik 
data primer maupun data sekunder serta dapat berupa orang, dokumen, 
 

































pustaka (hanya referensi yang digunakan untuk bab 3), barang, keadaan, atau 
lainnya.17 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Langkah yang paling strategis dalam penelitian adalah teknik 
pengumpulan data, karena mendapatkan data adalah tujuan utama dari sebuah 
penelitian. Peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data 
yang telah ditetapkan tanpa mengetahui teknik pengumpulan data.18 
a. Observasi 
Observasi yaitu teknik mengumpulkan data yang dilakukan oleh 
penulis dengan mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa 
adanya suatu alat terhadap subyek yang diteliti.19 Dalam penelitian ini 
penulis melihat secara langsung bagaimana praktik pinjaman dengan 
menggunakan jaminan buku nikah yang terjadi di Desa Jampes 
Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dan mengenal orang yang 
melakukan utang piutang dengan jaminan buku nikah tersebut. 
b. Wawancara 
Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang 
atau lebih dengan maksud dan tujuan tertentu, salah satu pihak menjadi 
                                                          
17 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi 
(Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), 8. 
18 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009), 224. 
19 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 26. 
 

































pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang lain menjadi 
terwawancara yang menjawab pertanyaan dari pewawancara.20 
Teknik pengumpulan data dengan wawancara dilakukan secara 
langsung dengan mewawancarai Wiyono (52) dan beberapa warga Desa 
Ngepeh yang telah melakukan pinjaman kepadanya. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu kegiatan mengumpulkan data kualitatif yang 
berisi sejumlah fakta yang terkait dengan obyek penelitian yang 
kemudian disimpan dalam bentuk sebuah dokumen.21 
Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa 
dokumen yang berbentuk tulisan yaitu berupa gambaran umum Desa 
Jampes, data wawancara dengan pemberi pinjaman dan beberapa orang 
yang melakukan utang. 
4. Teknik Pengolahan Data 
Tahapan dalam pengolahan data yang dilakukan penulis yaitu: 
a. Organizing adalah proses penyusunan dan pengelompokan data yang 
dibutuhkan dalam penelitian untuk dianalisis yang disusun secara 
sistematis untuk mempermudah penulis dalam menganalisa data yang 
telah dikumpulkan.22 
                                                          
20 Lexi j. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 
186. 
21 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Rineka Cipta, 
2002), 206. 
22 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009), 245. 
 

































b. Editing adalah kegiatan pengeditan data akan kebenaran dan ketepatan 
data dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan melakukan 
pemeriksaan kembali terhadap data yang telah diperoleh.23 
c. Analizing adalah menganalisa data yang telah didapat oleh penulis dari 
penelitian yang dilakukan untuk mendapat kesimpulan perihal kebenaran 
fakta yang telah ditemukan dalam penelitian yang sekaligus merupakan 
jawaban dari rumusan masalah yang dituliskan penulis.24 
5. Teknik Analisa Data 
Analisis data adalah proses menyederhanakan data yang telah 
diperoleh dari sebuah penelitian kedalam bentuk yang lebih mudah untuk 
dibaca. Penulis menggunakan teknik pengelolaan data yang berupa observasi 
dan wawancara dengan metode kualitatif, kemudian data yang telah 
terkumpul dianalisa dengan teknik penelitian deskriptif-analisis, yaitu dengan 
menjelaskan dan mendeskripsikan data-data yang telah diperoleh penulis dari 
lapangan yang kemudian disusun secara sistematis dan dianalisa untuk 
memperoleh kesimpulan.  
Dalam menganalisa data, penulis menggunakan pola pikir induktif 
dengan menguraikan hasil penelitian dari umum yang kemudian ditarik 
kepada sebuah kesimpulan ke dalam hal yang bersifat khusus, yaitu hukum 
pinjaman dengan jaminan buku nikah. 
 
                                                          
23 Ibid., 246. 
24 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 213. 
 

































I. Sistematika Pembahasan 
Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian yang ditulis penulis 
adalah sebagai berikut: 
Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 
identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode 
penelitian, dan sitematika pembahasan. 
Bab kedua yaitu berisi tentang konsep pinjaman dan jaminan dalam 
Hukum Islam, yang meliputi pembahasan secara umum mengenai pinjaman atau 
qard} dan jaminan atau rahn. 
Bab ketiga yaitu penyajian data yang berisi praktik pinjaman dengan 
jaminan buku nikah di Desa Jampes Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, yang 
mendeskripsikan gambaran umum lokasi penelitian, pinjaman dengan jaminan 
buku nikah dan praktik pinjaman di Desa Jampes Kecamatan Pace. 
Bab keempat adalah analisis data-data yang diperoleh penulis dari 
penelitian praktik pinjaman atau utang piutang dengan jaminan buku nikah yang 
kemudian dianalisis menggunakan Hukum Islam mengenai pinjaman dengan 
jaminan buku nikah di Desa Jampes Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. 
Bab kelima yaitu penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian 
yang ditulis oleh penulis, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan 
yang menghasilkan pendapat hukum terhadap praktik pinjaman atau utang piutang 
dengan jaminan buku nikah dan saran sebagai bahan pertimbangan untuk 
melakukan praktik pinjaman dengan jaminan buku nikah.  
 


































KONSEP PINJAMAN DAN JAMINAN 
DALAM HUKUM ISLAM 
A. Pinjaman  
1. Pengertian Pinjaman 
Dalam bahasa Arab pinjaman atau utang piutang disebut dengan qard{ 
yang berasal dari kata qirad{ yang memiliki arti “memotong”. Disebut dengan 
istilah qard{ karena telah terjadi pemotongan sebagian atau beberapa harta 
kekayaan dari seseorang dengan memberikan pinjaman atau utang kepada 
penerima utang.1 
Ulama Ma>likiyah mendefinisikan qard} yaitu menyerahkan sesuatu 
atau harta yang memiliki nilai kepada orang lain untuk mendapatkan manfaat 
dari sesuatu tersebut.2 
Secara istilah ulama Hana>fiyah mendefinisikan qard{ sebagai : 
ْف ِِ دَ الَقْرُض ُهَوَما تُ ْعِتْيِه ِمْن َماٍل ِمْثِليٍ  لِتَ تَ َقا َضاُه,أَْوبِِعَبارٍَة أُْخَرى ُهَوَعْقٌد َمْخُصْوٌص يَ ُردُّ َعَلى 
 َماٍل ِمْثِليٍ  ِْلَخَر لِيَ ُردَّ ِمثْ َلُه 
“Qard{ adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mithli untuk 
kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan lain, qard} 
adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal 
mithli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti 
yang diterimanya).”3 
                                                          
1  Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya, (Jakarta: 
Prenamedia Group, 2014), 342-343. 
2  Moh. Sholihuddin, Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 77. 
3  Muhammad Yazid, Ekonomi Islam, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 67. 
 

































Ulama Sha>fi’iyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan qard} 
adalah menyerahkan sesuatu kepada seseorang untuk selanjutnya sesuatu 
tersebut dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan jumlah yang 
diserahkan atau dengan sesuatu yang sama.1 
Ulama Hana>bilah berpendapat bahwa qard} adalah menyerahkan harta 
yang dimiliki kepada seseorang untuk diambil manfaatnya dan wajib 
dikembalikan dengan harta yang serupa sebagai penggantinya.2 
Wahbah al-Zuh}aili> mendefinisikan qard} secara bahasa sebagai 
potongan, maksudnya yaitu harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang 
sedang membutuhkan tersebut adalah potongan atau bagian dari harta 
seseorang yang memberikan pinjaman.3 
Al-Jazi>ri> mendefinisikan qard} dengan: 
ْ َم تَ تَ َقاَضاُه ِمْنَه قَ ْرًضا ِْلَنَُه َقْطعَ اُل الَِّذي تَ ْعِطْيِه ِلَغْيرَِك ثُ َفَسَمي الم الَقْرُض: الَقْط ُِ  ًة ِمْن َماِل  
“Al-Qard}u berarti memotong maka hartamu yang telah diberikan kepada 
orang lain yang kemudian dikembalikan (dibayarkan) disebut qard}, karena 
harta tersebut diambil (dipotongkan) dari hartamu”.4 
Secara terminologi qard} didefinisikan Al-Bahu>ti sebagai berikut: 
تَ َف ُِ بِِه َويُ َردُّ بََدلُهُ   َدْف ُِ َماٍل ِاْرفَاقًا ِلَمْن يُ ن ْ
                                                          
1 Ibid., 78. 
2 Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqh Empat Mazhab, Jilid IV, (Semarang: Asy-Syifa, 1994), 288. 
3 Imam Mustofa, Fiqh Mu’amalah Kontemporer, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 168. 
4 Abdurrahman al-Jazi>ri>, al-Fiqih ‘ala> al-Madza>hib al-Arba’ah, (al-Maktabah al-Sya>milah al-Is}da>r 
al-Sa>ni>, 2005), II/225. 
 
 

































“Pembayaran atau penyerahan sejumlah uang kepada orang yang akan 
menggunakannya, namun ada kewajiban untuk mengembalikannya”.5 
Dalam pengertian lain qard{ adalah pemberian sebagian atau sejumlah 
harta seseorang kepada orang lain dengan maksud dan tujuan untuk membantu 
yang pada akhirnya pemberian tersebut dapat ditagih atau diminta kembali 
oleh orang yang memberi pinjaman. Dalam istilah lain qard{ dapat diartikan 
dengan meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan tambahan 
atau imbalan dalam pengembaliannya.6  
Kesimpulan dari beberapa pengertian diatas qard{ adalah pinjaman 
yang diberikan kepada orang lain dengan mengurangi harta miliknya, untuk 
membantu seseorang yang membutuhkan, yang kemudian pinjaman tersebut 
akan dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjam tanpa adanya 
tambahan atau imbalan. Secara singkat qard} dapat dikatakan sebagai 
pinjaman atau utang yang diberikan kepada seseorang yang kemudian akan 
dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjam.  
2. Dasar Hukum Pinjaman 
Dasar hukum atau landasan syariah yang mengatur tentang hukum 
pinjaman atau utang piutang terdapat dalam beberapa sumber hukum yaitu 
Alquran, hadis dan ijma’ yang dapat dijabarkan dengan penjelasan sebagai 
berikut: 
                                                          
5  Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, Kasyf al-Qana ‘an Matn al-Iqna, (al-Maktabah al-Sya>milah 
al-Is}da>r al-Sa>ni>, 2005), IX/449. 
6 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 
131. 
 


































Sumber \ hukum yang mengatur tentang hukum pinjaman atau qard} 
terdapat di dalam Al-Qur’an surah Al-Hadid ayat 11, At-Taubah ayat 60, 
At-Taghabun ayat 17 dan Al-Baqarah ayat 245, yaitu sebagai berikut: 
 ﴾١١﴿ َاْجٌر َكرِيمٌ  ِعَفُه َلُه َوَلهُ َمْن َذاالَِّذْي يُ ْقِرُض اللَه قَ ْرًضاَحَسًنا فَ ُيض  
“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, 
Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia 
akan memperoleh pahala yang banyak”.7 
َها َواْلُمَؤلََّفِة قُ ُلْوبُ ُهْم َوِفى ال ِمِلْيَن َعَلي ْ ِكْيِن َواْلع  ر ِقَاِب َواْلغ رِِمْيَن َوِفْي اِنََّما الصََّدق ُت لِْلُفَقرَا ِءَواْلَمس 
ِبْيِلِۗ َفرِْيَضًةمِ َن اللَّهِِۗ َواللَُّه َعِلْيٌم َحِكْيمٌ   ﴾٠٦﴿ َسِبْيِل اللَِّه َواْبِن السَّ
“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, 
amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) 
hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan 
Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban 
dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.8 
ِعْفُه َلُكْم َويَ ْغِفْرَلُكْمِۗ َواللَُّه َشُكْوٌرَحِلْيمٌ   ﴾١١﴿ ِاْن تُ ْقرُِضوااللََّه قَ ْرًضا َحَسًنايُّض 
 “Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, 
niscaya Allah akan melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampuni 
kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun”. 
  َمْن َذاالَِّذْي يُ ْقِرُض اللََّه قَ ْرًضا َحَسًنا فَ ُيَضِعَفُه َلهُ 
ِۗ
رًَة َاْضَعافًاَكِثي ْ  
 “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang 
baik (menafkahkan hartanya dijalan Allah), maka Allah akan melipat 
gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak”.9 
Dari beberapa ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum asal dari 
pinjaman atau utang piutang atau qard} adalah boleh. 
                                                          






































Hadis adalah ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi, di dalam 
hadis terdapat hukum yang mengatur tentang qard } yaitu terdapat dalam 
hadis sebagai berikut:  
ُمْسِلٍم يُ ْقِرُض ُمْسِلًما قَ ْرًضا  َما ِمنْ »َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: 
َْ أَنْ َبأَِني اْبُن َمْسُعودٍ « َمرَّتَ ْيِن ِإالَّ َكاَن َكَصَدقَِتَها َمرَّةً   ، قَاَل: َكَذِل
“Dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah saw bersabda, ‘Tidak ada seorang 
muslim yang menukarkan kepada orang muslim qard{ dua kali, maka 
seperti sedekah sekali.” 10 
َلَة أُْسرِْي ِبي َعَلى بَاِب اْلَجنَِّة مَ  ٍْ قَاَل: قَاَل َرُسُل اللَِّه ص.م رَأَْيُت لَي ْ ْكتُ ْوبًا َعْن أََنْس ْبِن َما ِل
 أَْفَضُل ِمَن الصََّدَقِة ُة بَِعْشِر أَْمثَاِلَها َواْلَقْرُض بَِثَمانَِيَةَعَشَر فَ ُقْلُت يَاِجْبرِْيُل َما بَاُل اْلَقْرضِ اْلصََّدقَ 
 قَاَل َْلنَّ السَّاِئَل َيْسَأُل َوِعْنَدُه َواْلُمْستَ ْقِرُض اَل َيْستَ ْقِرُض ِأالَّ ِمْن َحاَجٍة 
“Annas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, “aku melihat pada 
waktu malam di-isra’kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas 
sepuluh kali lipat dan qard{ delapan belas kali. Aku bertanya, ‘wahai Jibril, 
mengapa qard{ lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, ‘karena meminta-
minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan 
meminjam kecuali karena keperluan”.11 
نْ َيا نَ فَّسَ   اللَُّه َعْنُه  َعْن أَِبي ُهَريْ رََة َعِن الَنِبِي ص.م قَال: َمْن نَ فََّس َعْن ُمْسِلٍم ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب الدُّ
نْ َيا َوآلخِ  ِفى َعْوِن رَِةَواللَُّه ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب يَوِم الِقَياَمِة َوَمْن َيسََّر َعَلى ُمْعِسٍر َيسَّرَاللَّهُ َعَلْيِه ِفى الدُّ
 الَعْبِد َماَكاَن اَلَعْبُد ِفى َعْوِن َأِخْيهِ 
“Dari Abu> Hurairah, ia mengatakan bahwa Rasululah saw bersabda: 
Barang siapa melepaskan satu kesusahan di antara sekian banyak 
kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan melepaskan dari 
satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan dihari kiamat. Barang siapa 
memberi kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya 
Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Allah 
                                                          
10 Abu> ‘Abdullah bin Yazi>d al-Quzwaini> Ibnu Ma>ah, Sunan Ibni Ma>jah, (al-Maktabah al-Sya>milah 
al-Is}dar al-Sa>ni>, 2005), VII/378, hadis nomor 2524. 
11 Ibid., hadis nomor 2525. 
 

































senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya tersebut menolong 
saudaranya”.12 
ثَ َنا ُحَمْيٌد َعْن اَ  ثَ َنا ِاْسَحُق ْبُن َمْنُصْوٍر َأْحبَ َرنَا َعْبُد اللَِّه ْبُن َبْكٍر السَّْهِميُّ َحدَّ ا َحدَّ َنٍس قَاَل َلمَّ
ًضا َحَسًنا لَُّه قَ رْ نَ زََلْت َهِذِه اآليََة َلْن تَ َناُلوا الِبرَّ َحتَّى تُ ْنِفُقْوا ِممَّا ُتِحبَُّن اَْوَمْن َذاالَِّذى يُ ْقِرُض ال
ِسرَُّه َلْم اأُْعِلْنُه قَاَل أَبُ ْو طَْلَحَة وََكاَن َلُه َحاِئٌط فَ َقاَل يَا َرُسْوَل اللَِّه َحاِئِطى لِلَِّه َوَلْواْسَتطَْعُت َأْن أُ 
َْ قَاَل أَبُ ْو ِعيَسى َهَذا َحِدْيٌث َحَسٌن َصِحْيٌح  َْ أَْو أَقْ َربِْي ُْ وَ فَ َقاَل ِاْجَعْلهُ ِفى قَ رَابَِت َقْد َرَواهُ َماِل
 ِْ  ْبُن أََنٍس َعْن ِاْسَحَق ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن أَِبى طَْلَحَة َعْن أََنِس ْبِن َماِل
“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur telah mengabarkan 
kepada kami Abdullah bin Bakr As Sahmani telah menceritakan kepada 
kami Humaid dari Anas ia berkata: “Ketika turun ayat kamu sekali-kali 
tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu 
menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, atau siapakah yang mau 
memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan 
hartanya dijalan Allah), kemudian Abu Thalhah yang memiliki kebun 
berkata: “Wahai Rasulullah, saya (infakkan) kebun saya dijalan Allah. 
Dan sekiranya saya mampu untuk menyembunyikannya tentu saya tidak 
menyatakannya. Lalu beliau mengatakan “Berilah kepada kerabat atau 
orang yang terdekat denganmu” Abu Isa mengatakan bahwa hadis ini 
Hasan Shahih. Dan Malik bin Anas telah meriwayatkan dari Ishaq bin 
Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas bin Malik”.13 
c. Ijma 
Tabiat manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang tidak 
dapat bertahan hidup tanpa adanya bantuan dan pertolongan dari manusia 
yang lainnya, karena tidak ada seorang manusia yang dapat memiliki segala 
sesuatu yang dibutuhkannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Islam 
merupakan agama yang memperhatikan secara detail seluruh aspek dalam 
kehidupan manusia. Para ulama sepakat menyimpulkan bahwa qard{ boleh 
                                                          
12 Sulaiman bin al-Asy’ats bin Syadda>d bin Amr al-Azadi> Abu> Daud, Sunan Abu Daud, (al-
Maktabah al-Sya>milah al-Is}dar al-Sa>ni>, 2005), XIV/261, hadis nomor 4948. 
13 Muhammad bin Isa bin Saurahbin Musa bin al-Dahak al-Turmudzi, Sunan al Turmudzi, (al-
Maktabah al-Sya>milah al-Is}dar al-Sa>ni>, 2005), VII/329, hadis nomor 2923. 
 

































dilakukan atas dasar bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang saling 
membutuhkan satu sama lainnya untuk memenuhi segala macam bentuk 
hajatnya yang beragam.14 
3. Rukun dan Syarat Pinjaman 
 Seperti yang terdapat dalam rukun jual beli, terdapat pula 
perselisihan dalam menentukan rukun qard{ dikalangan para fuqaha, menurut 
ulama Hanafiyah rukun qard} adalah ijab dan qabul saja. Sedangkan menurut 
jumhur ulama fuqaha berpendapat bahwa rukun qard} adalah aqid, ma’qud 
‘alaih dan s}ighat.15 
 Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad qard} yaitu 
sebagai berikut: 
1) A<>qid 
Orang yang berakad terdiri dari muqrid (pihak pertama yaitu 
orang memberikan pinjaman atau orang yang menyediakan harta 
pinjaman), muqtarid} (pihak kedua yaitu orang yang membutuhkan harta 
atau orang yang meminjam harta). A>qid harus memiliki sifat ahliyah yaitu 
cakap dalam bertindak hukum seperti orang yang baligh dan berakal. 
Orang yang tidak cakap dalam bertindak hukum seperti halnya orang gila, 
orang yang sedang berada dalam pengampuan karena boros atau sebab 
                                                          
14 Jeni Susyanti, Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah, (Malang: Empat Dua, 2016), 30. 
15 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), 276. 
 

































lainnya hukumnya tidak sah dalam melakukan akad pinjam meminjam 
atau utang piutang.16 
2) Ma’qu>d ‘alaih 
Obyek yang terdapat dalam qard} dapat berupa uang atau barang. 
Menurut ulama Ma>likiyah, Sha>fi’iyah dan Hana>bilah obyek qard} 
disamakan dengan obyek akad salam, baik berupa barang-barang yang 
dapat ditimbang dan ditakar ataupun barang-barang yang tidak terdapat 
persamaannya di pasaran, seperti barang-barang dagangan, barang-barang 
yang dapat dihitung serta hewan. Dengan demikian setiap barang yang 
dapat dijadikan sebagai obyek dalam jual beli diperbolehkan juga 
dijadikan sebagai obyek dalam akad qard}. Sedangkan ulama Hana>fiyah 
berpendapat bahwa ma’qud ‘alaih hukumnya sah dalam ma>l mithli< 
sedangkan barang-barang qi<miyat seperti hewan tidak boleh dijadikan 
sebagai obyek dalam qard } dengan alasan karena hewan termasuk benda 
yang sulit untuk dikembalikan dengan benda yang sama atau serupa. 
Dengan demikian tidak diperbolehkan pinjaman atau utang piutang 
dengan menggunakan obyek hewan. 
3) Sighat  
Ijab adalah penjelasan yang diberikan oleh salah satu pihak yang 
melakukan akad sebagai gambaran atas kehendaknya dalam mengadakan 
suatu akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang 
                                                          
16 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), 52. 
 

































mendengarkan ijab yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab 
dan qabul dalam masa sekarang diartikan sebagai pertukaran sesuatu 
dengan sesuatu yang lainnya sehingga antara penjual dan pembeli dalam 
membeli atau bertransaksi sesuatu terkadang tidak harus saling 
berhadapan, seperti dalam akad salam. 
Sighat al-‘aqdi adalah sebutan lain dari ijab dan qabul, yaitu 
perkataan yang menunjukkan kehendak dari kedua belah pihak yang 
berakad. Ijab dan qabul harus memenuhi tiga unsur, yaitu: 
a. Penjelasan atau pengertiannya harus terang diucapkan; 
b. Antara ijab dan qabul harus sesuai; 
c. Menggambarkan kesungguhan atas kemauan dari pihak-pihak yang 
berakad.17 
Secara garis besar terdapat dua syarat agar aqad qard{ boleh digunakan 
yaitu sebagai berikut: 
1) Tidak mendatangkan keuntungan. Jika dalam transaksi utang piutang 
(qard{) untuk tujuan muqrid{, maka para ulama bersepakat bahwa transaksi 
tersebut tidak diperbolehkan, karena terdapat larangan dari ketentuan 
hukum Islam dan jauh dari nilai-nilai kebajikan. 
2) Tidak disertai dengan transaksi yang lain. Misalnya utang dengan disertai 
aqad jual beli dan sebagainya maka tidak diperbolehkan. Adapun hadiah 
dari pihak orang yang menerima utang menurut ulama Malikiyah 
                                                          
17 Hasby as-Siddiqiy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Semarang: Puataka Rizki Putra, 1997), 24. 
 

































hukumnya tidak diperbolehkan karena mengarah pada tambahan atas 
pengembalian utang. Sedangkan jumhur ulama berpendapat 
memperbolehkan hadiah yang diberikan oleh pihak yang menerima utang 
jika bukan merupakan kesepakatan antara penerima utang dan pemberi 
utang. Sebagaimana diperbolehkan apabila antara pihak yang memberi 
utang dengan yang menerima utang terdapat suatu hubungan yang 
menjadikan sebab adanya hadiah diberikan, bukan karena terjadinya 
utang piutang diantara mereka.18 
4. Ketentuan dan Persyaratan Terkait Pinjaman 
Menurut Wahbah al-Zuhaili secara garis besar terdapat empat syarat 
yang harus dipenuhi dalam akad qard{, yaitu: 
1) Akad qard{ dilakukan dengan menggunakan sighat ijab dan qabul atau 
bentuk lain yang serupa dengannya atau yang dapat menjadi 
penggantinya, seperti muatah (yaitu akad yang dilakukan dengan 
tindakan, dengan saling memberi atau dengan saling mengerti). 
Contohnya jika dalam jual beli yaitu indomaret, yang tidak disebutkan 
akad dalam pembeliannya namun kedua belah pihak setuju dan langsung 
melakukan perhitungan dan pembayaran; 
2) Pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang cakap hukum (yaitu 
orang yang baligh, berakal dan merdeka atau tanpa disertai dengan adanya 
suatu paksaan atau keadaan yang memaksa), sehingga dalam hal ini anak 
                                                          
18 Imam Buchori, Akuntansi Perbankan Syariah, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 105. 
 

































kecil yang masih dalam pengampuan dan orang gila hukumnya tidak sah 
apabila melakukan akad qard{ karena tidak memenuhi salah satu kriteria 
dari cakap hukum; 
3) Harta yang dipinjamkan, menutut ulama Hanafiyah adalah harta yang ada 
padanannya di pasaran atau ada padanan pada nilainya, sedangkan 
menurut pandangan ulama, harta yang dapat dipinjamkan dalam qard{ 
adalah semua jenis harta apa saja yang dapat dijadikan sebagai 
tanggungan. Jadi harta yang dapat dipinjamkan adalah harta yang bersifat 
umum yang ada di masyarakat dan harta tersebut memiliki nilai, 
contohnya seperti uang; 
4) Jumlah, jenis, ukuran dan kualitas dari harta yang dijadikan pinjaman 
harus dapat diketahui dengan jelas, alasannya agar harta yang 
dipinjamkan dapat dengan mudah untuk dikembalikan. Selain itu, 
kejelasan barang yang dijadikan sebagai pinjaman tersebut dimaksudkan 
untuk menolak adanya perselisihan atau persengketaan diantara pihak-
pihak yang melakukan akad qard{.19 
5. Macam-macam Pinjaman 
Pengelompokkan akad qard} ada tiga yaitu: dapat dilihat dari segi 
subyeknya (pemberi utang atau pinjaman), dilihat dari segi kuat dan lemahnya 
bukti dan dilihat dari segi waktu dalam pelunasannya. 
1) Dari segi subyeknya menurut ulama fiqh utang dapat dibedakan menjadi 
dua yaitu sebagai berikut: 
                                                          
19 Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 172.  
 

































a. Duyu>n Alla>h (utang kepada Allah), yaitu hak-hak yang wajib 
dibayarkan oleh seseorang karena adanya perintah dari Allah kepada 
orang-orang tertentu yang berhak untuk menerimanya; 
b. Duyu>n al-‘Iba>d (utang kepada sesama manusia), yaitu pinjaman atau 
utang piutang yang dikaitkan dengan adanya jaminan tertentu dan hak 
dari orang yang berpiutang diambilkan dari jaminan tersebut apabila 
orang yang berutang tidak mampu membayar utangnya.20 
2) Dari segi kuat dan lemahnya bukti kebenarannya dapat dibedakan menjadi 
dua yaitu sebagai berikut: 
a. Duyu>n al-si}hah, yaitu utang piutang yang kebenaran adanya dapat 
dibuktikan dengan terdapatnya surat keterangan atau pernyataan 
secara tertulis dan pengakuan yang diuangkapkan secara jujur dari 
pihak yang melakukan utang atau berutang; 
b. Duyu>n al-marad, yaitu utang piutang yang didasarkan atas pengakuan 
baik secara langsung ataupun tidak langsung dari pihak  yang berutang 
ketika sedang mengalami sakit yang parah dan beberapa saat kemudian 
akan meninggal atau pengakuan yang diucapkan ketika akan menjalani 
hukuman mati. 
3) Dari segi waktu dalam melunasinya pinjaman atau utang piutang dapat 
dibedakan menjadi: 
                                                          
20 Moh. Sholihuddin, Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II (Akad Tabarru dalam Hukum Islam), 
(Surabaya: UIN SA Press, 2014), 82.  
 

































a. Duyu>n al-h}alah, yaitu utang piutang yang telah tiba masa untuk segera 
melunasinya atau utang yang telah jatuh tempo sehingga sedapat 
mungkin pinjaman atau utang piutang tersebut harus segera 
dibayarkan; 
b. Duyu>n al-mujjalah, yaitu utang piutang yang belum tiba masanya atau 
belum jatuh tempo waktu pembayarannya dan tidak harus dibayarkan 
sesegera mungkin.21 
6. Manfaat Pinjaman 
Manfaat dari akad utang piutang atau qard{ sangat banyak, salah satu 
diantaranya yaitu sebagai berikut: 
a. Memberikan dana talangan, adanya transaksi qard{ memberi kemungkinan 
untuk mendapatkan dana talangan dalam jangka waktu yang singkat 
kepada orang yang sedang mengalami musibah atau kesulitan yang bersifat 
mendesak. Contohnya orang yang mengalami musibah kecelakaan 
membutuhkan biaya yang banyak untuk menjalani operasi atau 
penanganan lainnya, dengan adannya qard{ akan membantu mengurangi 
beban kesulitan biaya untuk menjalani operasi atau penanganan yang 
sifatnya mendesak tersebut; 
b. Misi sosial, dalam akad qard{ terkandung misi sosial yaitu misi untuk 
membantu atau memberi pertolongan kepada orang yang sedang 
membutuhkan pertolongan dalam keadaan yang mendesak. Misi sosial 
                                                          
21 Ibid., 82. 
 

































pertolongan tersebut yaitu dengan memberi pinjaman tanpa adanya 
imbalan atau tambahan dalam pengembalian pinjaman atau utang yang 
telah diberikan, sehingga tidak memberikan beban atau tanggungan kepada 
orang yang berutang atau meminjam uang; 
c. Misi sosial-kemasyarakatan, dalam akad qard{ terkandung misi sosial-
kemasyarakatan yang dimungkinkan akan meningkatkan rasa kasih sayang 
antar warga masyarakat untuk saling berbuat kebaikan dan tolong-
menolong yang merupakan ajaran Islam serta dapat meningkatkan nilai-
nilai solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat.22 
Dengan demikian diharapkan dengan adanya misi sosial kemasyarakatan 
tersebut akan dapat menciptakan dan mewujudkan suatu tatanan 
masyarakat yang damai, tentram dan harmonis. 
  
                                                          
22 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 
134. 
 

































B. Jaminan  
1. Pengertian Jaminan 
Jaminan atau gadai yang didalam bahasa Arab disebut dengan istilah 
rahn, menurut bahasa yaitu berasal dari kata rahana-rahnan yang memiliki 
sinonim yaitu: 
a. Tsabata, yang memiliki arti tetap; 
b. Dama, yang memiliki arti kekal atau langgeng; 
c. Habasa, yang memiliki arti menahan. 
Menurut istilah, Sayid Sabiq sebagaimana dikutip dari pendapat 
ulama Hanafiah mendefinisikan rahn sebagai berikut: 
َقًة ِبَدْيٍن, ِبَحْيُث يُْمِكُن َأخْ  ْيِن, بِأَنَُّه َجَعُل َعْيٍن َلَها ِقْيَمٌة َمالِيٌَّة ِفْي َنَظِر الشَّرِْع َوثِي ْ َْ الدَّ ُذ ذِل
َْ اْلَعْينِ   أَْوَأْخُذ بَ ْعِضِه ِمْن تِْل
“Sesungguhnya rahn (gadai) adalah menjadikan benda yang memiliki 
nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan untuk utang, dengan 
ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang atau mengambil 
sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut”.23 
Wahbah Zuhaili mendefinisikan rahn sebagaimana mengutip dari 
pendapat Syafiiyah yaitu: 
َها ِعْنَد تَ َعذُِّر َوفَائِهجَ  َقًة ِبَدْيٍن ُيْستَ ْوَفي ِمن ْ  ْعُل َعْيٍن َوثِي ْ
“Gadai atau rahn adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk 
utang, dimana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) 
tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan.”24 
 
                                                          
23 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2013), 286. 
24 Ibid., 286. 
 

































Ulama Hanabilah sendiri mendefinisikan rahn sebagai berikut: 
َفاُؤُه ِممَّْن  رَِاْسِتي ْ ْيِن لُِيْستَ ْوَفى ِمْن ثََمِنَه ِإنْ تَ َعذَّ َقًة بِالدَّ َوَعَلْيهِ هُ بِأَنَُّه اْلَماُل الَِّذْي ُيْجَعُل َوثِي ْ  
“Gadai atau rahn adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk 
utang yang bisa dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam 
pengembaliannya dari orang yang berutang.”25 
Definisi Rahn menurut Malikiyah sebagai berikut: 
ا بِِه, ِفْي َدْيٍن اَلزٍِم, أَْو َصاَرِإَلى اللُُّزْومِ بِأَنَُّه َشْيٌء ُمَتَموِ ٌل يُ ْؤَخُذ ِمْن َماِلِكِه, تَ َوث ُّقً   
“Rahn adalah suatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya 
sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap.”26 
Menurut Al-Qurtubi> definisi rahn adalah: 
َقَة َمْن َدْيِن َصاِحَب الِديُن يَ ُعْوُد ِبَديِْنِه ِفْيِه اَن لَ  َمْعَنى الَرِهنُ  ْم َيُكْن الَرِهُن اَن َيُكْوَن الَشيَء َوثِي ْ
 يَ ْفَدْيهِ 
“Barang yang ditahan oleh pihak yang memberi utang sebagai jaminan 
dari orang yang berutang, sampai pihak pengutang melunasi utang 
tersebut”.27 
Sedangkan menurut Ibnu Quda>mah rahn didefinisikan sebagai: 
َر اْسِتيَفاُؤُه ِممَّْن ُهَوَعلَ  ْيِن لُِيْستَ ْوَفى ِمْن ثََمِنِه ِاْن تَ َعذَّ َقًة بِالدَّ  يهِ المَاُل الَِّذْي ُيْجَعُل َوثِي ْ
“Barang yang dijadikan jaminan untuk utang agar pemberi utang dapat 
menjual barang tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu membayar 
utangnya”.28 
Menurut peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 
Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 
                                                          
25 Ibid., 286. 
26 Ibid., 287. 
27 Abu> ‘Amr Yu>suf bin Abdillah bin Abdul Barr al-Qurtubi>, al-Kafi> fi> Fiqih Ahli al-Madi>nah, (al-
Maktabah al-Sya>milah al-Is}da>r al-S}a>ni>, 2005). 
28 Ibnu Quda>mah, al-Mughni>, (al-Maktabah al-Sya>milah al-Is}da>r al-S}a>ni>, 2005), IX/117. 
 

































mendefinisikan rahn sebagai: “Penguasaan barang milik peminjam oleh 
pemberi pinjaman yang digunakan sebagai jaminan”. 
Dalam Undang-undang Hukum Perdata pengertian gadai 
dirumuskan: “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas 
suatu barang gerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang 
atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si 
berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara 
didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan 
kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan 
untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang 
harus didahulukan".29 
Dalam istilah perbankan Indonesia rahn disebut ‘agunan’, yaitu 
barang yang digunakan sebagai jaminan atau barang yang dapat dijadikan 
jaminan. Dalam bahasa Indonesia kata agunan memiliki beberapa sinonim 
yaitu “rungguhan”, “cagar”, atau “cagaran”, “tanggungan”. Rahn dalam 
pengertian ini didefinisikan sebagai perjanjian dengan disertai penyerahan 
barang yang dijadikan sebagai agunan atau benda yang dijadikan jaminan 
untuk pelunasan pembiayaan yang diberikan oleh pihak pemberi utang kepada 
pihak yang penerima utang.30 
                                                          
29 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 140. 
30 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya, (Jakarta: 
Prenamedia Group, 2014), 163-164. 
 

































Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa 
pengertian rahn adalah sebuah barang yang memiliki nilai jual atau nilai 
ekonomis yang dapat berpindah tangan yang dapat dijadikan sebagai jaminan 
atas pinjaman atau utang yang dilakukan. 
2. Dasar Hukum Jaminan 
a. Al-Qur’an 
Dalam al-Qur’an disebutkan hukum dari rahn  yaitu terdapat 
dalam surah al-Baqarah ayat 283 dan al-Muddasir ayat 38. 
 فَِاْن اَِمَن بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا فَ 
ِۗ
ٌنمَّْقبُ ْوَضٌة ُتْم َعل ى َسَفٍر وََّلْم َتِجُدْواَكاتًِبا َفرِه  ْليُ َؤدِ الَِّذى اْؤتُِمَن َوِاْن ُكن ْ
 َوَمْن يَّْكُتْمَها فَِانَّهُ  ا ثٌِم قَ ْلُبُهِۗ 
 اللَُّه ِبَما تَ ْعَمُلْوَن َعِلْيمٌ وَ  اََما نَ َتُه َوْليَ تَِّق اللََّه َربَُّهِۗ َوالََتْكُتُمواالشََّهاَدَةِۗ
﴿٣٨٢﴾ 
 “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan 
seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. 
Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah 
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya), dan hendaklah 
dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu 
menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, 
sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan”.31 
َنةٌ   ﴾٢٨﴿ ُكلُّ نَ ْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِهي ْ
 “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan”.32 
b. Hadis 
Hukum rahn disebutkan dalam beberapa hadis yaitu berikut: 
                                                          
31 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Al-Mahira, 2015). 
32 Ibid. 
 

































َها:  َم اْشتَ َرى َطَعاًما ِمْن يَ ُهوِديٍ  إَِلى لَّ َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوسَ »َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعن ْ
 «َأَجٍل، َوَرَهَنُه ِدْرًعا ِمْن َحِديدٍ 
“Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang 
Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi”.33 
اَن َمْرُهْونًا َوُيْشَرُب لََبُن الظَّْهُر يُ رَْكُب بِنَ َفَقِتِه ِاَذا كَ َعْن أَِبى ُهَريْ رََة قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اللَِّه ص.م 
 الدَّرِ  ِاَذا َكاَن َمْرُهْونًا َوَعَلى الَِّذى َيْشَرُب َويَ رَْكُب نَ َفَقُتهُ 
“Dari Abu Hurairah ra : “Pungung hewan yang digadaikan boleh dinaiki 
dengan membayar dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum 
dengan membayar. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib 
membayar”.34 
ُُْنُمُه َعْن أَِبى ُهَريْ رََة قَاَل َأنَّ َرُسْوُل اللَِّه ص.م قَاَل: الَيَ ْغَلُق الرَّْهُن ِمْن َصاِحِبِه الَِّذى َرَهَنهُ   َلُه 
ُُْرُمهُ   َوَعَلْيِه 
“Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulllah saw bersabda: “gadai tidak 
menutup pemiliknya yang meggadaikannya (ia memiliki hasilnya) dan 
wajib menanggung kerusakannya”.35 
ا ِمْن َطَعاٍم َأَخَذُه ِْلَْهِلِه قَاَل عً َعْن اْبُن َعبَّاٍس قَاَل تُ ُوفِ َي النَِّبيُّ ص.م َوِدْرُعهُ َمْرُهْونَةٌ بِِعْشرِْيَن َصا
 أَبُ ْو ِعْيَسى َهَذا َحِدْيٌث َحَسٌن َصِحيحٌ 
“Dari Ibn Abbas ra berkata ketika Rasulullah saw wafat, baju besi beliau 
sedang digukan jaminan untuk membeli makanan seharga 20 sho’ yang 
diberikan untuk keluarga beliau ”.36 
c. Ijma’  
Jumhur ulama sepakat bahwasannya rahn hukumnya 
diperbolehkan, kesepakatan tersebut berdasarkan kepada hadis dari riwayat 
                                                          
33 Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukha>ri>, Shoh}i>h al-Bukha>ri>, (al-Maktabah al-Sya>milah 
al-Is}dar al-Sa>ni>, 2005), VIII/258, hadis nomor 2252. 
34 Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukha>ri, Shoh}i>h al-Bukha>ri..., II/888, hadis nomor 2377. 
35 Abu Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi>, Sunan Kubra>..., II/424, hadis nomor 11541. 
36 Al-Turmud}iy, Sunan al-Turmud}iy, (Barna>mij al-H}adi>th asy-Syari>f: al-Kutub at-Tis’ah (CD 
Program), hadis nomor 1125. 
 

































Bukhari dan Muslim, dimana hadis yang diriwayatkan tersebut berisi 
tentang perbuatan Rasulullah saw yang mempraktikkan gadai pada zaman 
dahulu, dan hingga sampai sekarang atau sampai saat ini perbuatan gadai 
tersebut masih dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak ada 
yang menentang hal tersebut.37 
3. Rukun dan Syarat Jaminan 
Jumhur ulama menyebutkan rukun rahn ada empat yaitu, pertama 
adalah sighat (yaitu lafal yang diucapkan pada saat serah terima barang). 
Kedua, rahin (orang yang menjaminkan barang) dan murtahin (orang yang 
menerima gadai). Ketiga, marhun (barang atau benda yang dijadikan sebagai 
jaminan atas pinjaman atau utang). Keempat, marhun bih (pinjaman atau 
utang). Syarat yang harus dipenuhi dari rukun diatas adalah sebagai berikut: 
a. Shighat, dalam hal ini ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rahn tidak 
diperbolehkan berkaitan dengan suatu syarat tertentu atau dikaitkan 
dengan masa ataupun waktu, karena perjanjian rahn disamakan dengan 
perjanjian jual beli. Syarat rahn akan batal atau menjadi tidak sah apabila 
perjanjian rahn dikaitkan dengan waktu dan diikuti dengan persyaratan 
tertentu, sedangkan perjanjian yang dilakukan tetap dihukumi sah. 
Contohnya yaitu orang yang berutang dengan memberikan syarat waktu, 
apabila dalam kurun waktu yang telah dijanjikan habis masanya dan utang 
                                                          
37 Wazarah al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiyyah, al-Maushu’ah al Fiqhiyyah, (Kuwait: t.p., 1406 
H/1986 M), Cet. II, Juz XXIII, 176. 
 

































belum dibayar lunas, maka rahn dapat diperpanjang atau barang yang 
dijadikan jaminan tersebut boleh digunakan dan dimanfaatkan  oleh orang 
yang memberikan utang. Hal tersebut sebagai syarat dari keterlambatan 
pembayaran utang. Ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah 
memberikan pendapat bahwa diperbolehkan menggunakan syarat dalam 
akad rahn apabila dengan adanya syarat tersebut akan mendukung 
kelancaran dari perjanjian, tetapi syarat tersebut bisa menjadi batal apabila 
bertentangan dengan perjanjian rahn yang dilakukan. Contoh syarat yang 
diperbolehkan agar rahn menjadi sah yaitu pihak yang memberikan 
pinjaman meminta agar saat perjanjian rahn dilakukan disaksikan oleh dua 
orang saksi. Sedangkan syarat yang tidak diperbolehkan dalam hal ini salah 
satunya yaitu, memberi syarat agar jaminan tidak dijual selama masih 
dalam waktu jatuh tempo saat orang yang berutang belum mampu 
membayar atau melunasi utangnya.38 
b. Rahin dan Murtahin, disyaratkan orang yang melakukan rahn adalah orang 
yang cakap dalam bertindak hukum, jumhur ulama mendefinisikan cakap 
hukum dengan baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah 
baligh tidak termasuk dalam syarat dan dalam kriteria cakap hukum, tetapi 
cukup dengan berakal sehat. Dengan demikian anak kecil yang tidak pandai 
(mumayyiz) diperbolehkan melakukan perjanjian rahn dengan syarat 
mendapat persetujuan dari walinya. 
                                                          
38 Nasrun Harun, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 255. 
 

































c. Marhun, menurut ulama fiqih barang yang dijadikan jaminan disyaratkan; 
1) barang tersebut dapat dijual dan apabila dijual besar nilainya sesuai 
dengan besar jumlah utang yang dilakukan, tetapi dengan syarat hanya 
dapat dijual apabila telah melewati masa jatuh tempo sesuai dengan 
perjanjian dan utang belum dibayar, 2) barang yang digunakan sebagai 
jaminan harus memiliki nilai dan manfaat, barang jaminan boleh 
dimanfaatkan atas izin atau persetujuan dari pemilik barang atau orang 
yang menggadaikan, 3) barang yang digunakan sebagai jaminan harus 
tertentu dan dapat diketahui dengan jelas baik nilai, jumlah atau jenisnya 
4) barang yang dijadikan jaminan adalah barang yang dimiliki secara sah 
oleh peminjam, 5) barang yang dijadikan jaminan bukan merupakan barang 
yang dimiliki oleh orang lain (diperebutkan atau menjadi sengketa) dengan 
kata lain adalah milik sendiri, 6) barang jaminan dapat diserahterimakan 
baik bendanya ataupun kepemilikannya. 
d. Marhun bih, jumlah utang yang ditanggung oleh orang yang berutang 
disyaratkan: 1) wajib dikembalikan dalam bentuk sejumlah uang atau 
barang yang menjadi tanggungan orang yang berutang, 2) barang jaminan 
boleh digunakan untuk membayar utang, 3) jumlah dan barang utang harus 




                                                          
39 Abu Azam Al Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Surabaya, UIN SA Press, 2014), 148-150. 
 

































4. Hukum-hukum yang berkaitan dengan Jaminan 
1) Tidak sah hukumnya apabila menjaminkan sesuatu atau barang yang 
tidak boleh diperjual belikan seperti waqaf dan anjing, karena tidak 
mungkin dapat membayar pinjaman atau utang dengan harta waqaf dan 
harga anjing, serta tidak sah menggunakan jaminan sesuatu atau barang 
yang tidak dimiliki; 
2) Dapat diketahui dengan jelas kadar, jenis dan sifat dari barang jaminan; 
3) Status orang yang menjaminkan barang atau benda hendaknya adalah 
orang yang diperbolehkan bertindak (berwenang untuk mengurus harta) 
dengan kata lain pemilik barang yang digunakan sebagai jaminan atau 
orang yang diberi izin oleh pemilik barang jaminan agar barangnya 
digunakan sebagai  jaminan; 
4) Pihak yang memberi jaminan tidak berhak bertindak terhadap barang 
jaminan tanpa kerelaan dan izin dari penerima barang jaminan. 
Sebaliknya, penerima barang jaminan tidak dapat memiliki barang 
jaminan tanpa kerelaan dari pemberi jaminan; 
5) Penerima barang jaminan tidak diperbolehkan memanfaatkan barang 
yang dijadikan sebagai jaminan kecuali barang jaminan tersebut dalam 
bentuk hewan yang dapat dikendarai dan atau dapat diperah air susunya, 
maka penerima barang jaminan diperbolehkan untuk menunggangi dan 
memerah air susunya apabila menafkahinya; 
6) Barang yang dijadikan sebagai jaminan adalah amanat yang diserahkan 
kepada penerima jaminan, maka penerima barang jaminan tidak 
 

































bertanggungjawab terhadap barang jaminan kecuali apabila melakukan 
suatu tindakan pelanggaran terhadap barang jaminan tersebut. Apabila 
utang telah jatuh tempo, maka penerima jaminan wajib mengingatkan 
pemberi barang jaminan untuk segera membayar dan melunasi utangnya. 
Jika pemberi barang jaminan menolak membayar utangnya maka hakim 
yang diberi kuasa boleh memaksanya. Apabila pemberi barang jaminan 
masih tidak mau membayar utangnya, maka hakim berwenang untuk 
menahan hartanya dan atau menjual barang yang menjadi jaminan untuk 
membayar utangnya kemudian sisa dari penjualan barang jaminan 
tersebut dikembalikan kepada pemberi barang jaminan.40 
5. Pemanfaatan Barang Jaminan 
Pada hakikatnya memanfaatkan barang yang dijadikan sebagai 
jaminan tidak diperbolehkan baik bagi rahin ataupun murtahin, kecuali apabila 
telah terjadi kesepakatan diantara keduanya. Karena hak rahin terhadap 
marhun setelah terjadinya akad rahn adalah hak yang sudah tidak sempurna 
lagi atas perbuatan hukum terhadap barang yang dijadikan sebagai jaminan 
tersebut, dan hak murtahin atas barang gadai tersebut hanya sebatas pada sifat 
yang terdapat pada benda saja yang berupa nilai dan bukan pada pemanfaatan 
hasil dari barang jaminan tersebut. 
Dengan adanya hal tersebut ulama fiqh mengeluarkan beberapa 
pendapat tentang pemanfaatan atas barang jaminan, baik oleh rahin ataupun 
                                                          
40 Izzudin Karimi, Fikih Muyassar (Edisi Indonesia) Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam, 
(Jakarta: Darul Haq, 2015), 368-369. 
 

































murtahin. Jumhur fuqaha selain ulama Hanabilah, memberikan pendapat 
bahwa pemegang dari barang jaminan tidak diperbolehkan memanfaatkan 
barang jaminan karena tidak memiliki hak secara penuh atas benda tersebut, 
melainkan hanya sekedar hak jaminan atas piutang. Apabila utang tidak 
terbayar, maka murtahin diperbolehkan untuk menjual barang jaminan 
tersebut sebagai pelunasan atas piutang rahin.  
Ulama Hanafiyah memiliki pendapat, apabila rahin memberikan izin 
kepada murtahin untuk memanfaatkan barang jaminan, maka murtahin 
diperbolehkan untuk memanfaatkan barang jaminan tersebut. Sedangkan 
ulama Malikiyah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa sekalipun murtahin 
mendapatkan izin dari rahin untuk memanfaatkan barang jaminan tersebut, 
murtahin tetap tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari barang 
jaminan tersebut. Apabila barang jaminan tersebut dimanfaatkan oleh 
murtahin, maka hasil dari pemanfaatan barang jaminan tersebut menjadi hak 
rahin, dan apabila rahin memberikan izin kepada murtahin untuk 
memanfaatkan barang jaminan, maka keridhaannya tersebut merupakan suatu 
bentuk keterpaksaan karena tibul rasa khawatir dihati rahin jika tidak akan 
mendapatkan pinjaman dari murtahin.41 
 
 
                                                          
41 Siah Khosyi’ah, Fiqh Muamalah Perbandingan, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 193-194. 
 

































6. Manfaat Jaminan 
Terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil dari rahn yaitu: 
a. Mengurangi resiko lalai terhadap pinjaman, dengan fasilitas pembiayaan 
dari pinjaman yang telah diberikan, dikhawatirkan jika tidak disertai 
dengan adanya jaminan dalam pinjaman atau utang piutang, peminjam 
akan lalai dalam mengembalikan pinjaman; 
b. Memberi rasa aman kepada kedua pihak baik peminjam ataupun pemberi 
pinjaman dari risiko wanprestasi, karena terdapat obyek yang dijadikan 
sebagai jaminan yang dipegang oleh pemberi pinjaman; 
c. Apabila rahn diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, khusunya di 
pegadaian, maka akan sangat membantu bagi masyarakat kecil yang 
membutuhkan, terutama di pedesaan atau wilayah-wilayah yang 
terpencil.42 
7. Resiko Jaminan 
Adapun risiko yang kemungkinan akan dihadapi dalam penerapan 
rahn yaitu: 
a. Peminjam tidak melunasi utangnya atau wanprestasi, untuk menghindari 
terjadinya hal tersebut maka diperlukan adanya jaminan dalam utang; 
b. Penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak43, dengan demikian sebagai 
pemberi pinjaman harus selektif dan memperhatikan nilai aset yang 
dijadikan sebagai jaminan agar terhindar dari kerugian. 
                                                          
42 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 
130. 
43 Ibid., 131.  
 

































8. Berakhirnya Jaminan 
Jaminan atau rahn akan berakhir apabila: 
1) Barang jaminan (marhun) telah diserahkan kembali kepada pemiliknya. 
Selain ulama Syafiiyah rahn dipandang habis jika murtahin menyerahkan 
barang jaminan (marhun) kepada pemiliknya (rahin) dikarenakan barang 
jaminan merupakan jaminan utang. Apabila barang jaminan telah 
diserahkan kepada pemiliknya (rahin), maka tidak akan ada lagi jaminan. 
Selain itu rahn dipandang habis apabila murtahin meminjamkan barang 
jaminan kepada rahin atau kepada orang lain atas izin dari rahin; 
2) Rahin membayar semua utangnya kepada murtahin, saat semua utang lunas 
maka akad rahn ikut berakhir; 
3) Murtahin membebaskan rahin dari utang, apabila rahin tidak dapat 
melunasi utang dan murtahin mengikhlaskan semua utang rahin secara 
otomatis akad rahn berakhir; 
4) Murtahin membatalkan rahn, baik atas sepengetahuan rahin atau tidak; 
5) Rahin meninggal, apabila rahin meninggal dunia maka berakhirlah akad 
pinjaman atau utang piutang.44 
 
                                                          
44 Sholihudin, Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam II (Akad Tabarru Dalam Hukum Islam), 
(Surabaya: UIN SA Press, 2014), 68. 
 


































PRAKTIK PINJAMAN DENGAN JAMINAN BUKU NIKAH 
DI DESA JAMPES KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Penelitian yang dilakukan oleh penulis tepatnya berada di Desa Jampes 
Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. Obyek dari penilitian yang dilakukan oleh 
penulis adalah praktik pinjaman yang dilakukan dengan menggunakan jaminan 
buku nikah yang terjadi di Desa Jampes Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. 
Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran secara umum dan jelas tentang 
lokasi penelitian, peneliti mendeskripsikan secara singkat bentuk latar tempat 
obyek penelitian, yang meliputi: deskripsi latar obyek penelitian, kependudukan, 
pendidikan, pekerjaan dan status perkawinan.  
1. Deskripsi Latar Obyek Penelitian 
Jampes merupakan sebuah nama atau sebutan dari suatu desa yang 
menjadi salah satu bagian dari wilayah yang berada dalam cakupan 
Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur. Letak Desa 
Jampes tepatnya yaitu berada pada titik koordinat garis lintang (latitude): -
7.685067 dan garis bujur (longitude): 111.897101, yang memiliki luas wilayah 
124,98 Ha, yang terdiri dari: lahan sawah (64 Ha), lahan ladang (5 Ha), hutan 
(17 Ha), lahan lainnya (39 Ha). 
 

































Desa Jampes berada dibagian wilayah paling barat dari kecamatan 
Pace dan berbatasan langsung dengan suatu desa yang masuk dalam cakupan 
wilayah atau kawasan dari Kecamatan Loceret, dengan batas wilayah yaitu: 
Sebelah utara Desa Mlandangan, sebelah selatan Desa Genjeng, sebelah timur 
Desa Mlandangan dan sebelah barat Desa Karangsono.1 
Desa Jampes terdiri dari tiga dusun, yaitu: 
a. Dusun Jampes 
b. Dusun Klumpit 
c. Dusun Ngledo 
2. Kependudukan 
Berdasarkan pada data sistem informasi desa Pemerintah Kabupaten 
Nganjuk Kecamatan Pace Desa Jampes Tahun 2018/2019, Desa Jampes 
memiliki total jumlah penduduk sebanyak 2.139 (dua ribu seratus tiga puluh 
sembilan) jiwa, yang terdiri dari 1.084 (seribu delapan puluh empat) jiwa 
penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan 1.055 (seribu lima puluh lima) 
jiwa penduduk yang berjenis kelamin perempuan. Semua warga Desa Jampes 
merupakan keturunan asli etnis Jawa, dengan mayoritas jumlah penduduknya 
rata-rata memeluk agama Islam, dan hanya terdapat 6 (enam) orang penduduk 
saja yang memeluk agama Kristen, yaitu terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki 
dan 5 (lima) orang perempuan. 
                                                          
1 Sistem Informasi Desa, Profil Desa dan Kelurahan Tahun 2018. 
 


































Data pendidikan penduduk Desa Jampes Kecamatan Pace pada tahun 
2018/2019 menunjukkan besaran jumlah warga yang masih menempuh 
pendidikan yaitu sebanyak 248 (dua ratus empat puluh delapan) orang yang 
dapat dilihat pada tabel berikut.  
Tabel 3.1 Data Pendidikan Penduduk Desa Jampes Tahun 2018/2019 
No Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah 
1 Taman Kanak-kanak 36 42 78 
2 SD/Sederajat 28 39 67 
3 SMP/Sederajat 25 25 50 
4 SMA/Sederajat 12 11 23 
5 Akademi/D1-D3 8 11 19 
6 Sarjana/S1 6 5 11 
 Jumlah 115 133 248 
Sumber: Data Sistem Informasi Desa Tahun 2018 
Data diatas menunjukkan jumlah banyaknya orang yang masih 
menempuh pendidikan pada jenjang taman kanak-kanak sebanyak 32%, 
jumlah orang yang masih menempuh pendidikan SD yaitu 27%, jumlah orang 
yang masih menempuh pendidikan SMP adalah 20%, jumlah orang yang 
masih menempuh pendidikan SMA sebanyak 9%, serta jumlah orang yang 
masih menempuh akademi/D1-D3 sejumlah 8% dan sebanyak 4% orang yang 
masih menempuh sarjana/S1. Dengan demikian banyak warga Desa Jampes 
 

































yang mempunyai anak kecil yang masih menempuh pendidikan taman kanak-
kanak yang dibuktikan dengan banyaknya jumlah anak yang menempuh 
pendidikan  taman kanak-kanak yaitu sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang 
yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) laki-laki dan 42 (empat puluh dua) 
perempuan, serta yang paling sedikit adalah jumlah sarjana yang dalam 
presentase hanya sejumlah 4% yaitu hanya 11 (sebelas) orang saja yang terdiri 
dari 6 (enam) laki-laki dan 5 (lima) perempuan. 
4. Pekerjaan 
Berdasarkan data sistem informasi desa tahun 2018/2019 di Desa 
Jampes Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk jenis pekerjaan penduduk Desa 
Jampes dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 3.2 Data Pekerjaan Penduduk Desa Jampes Tahun 2018/2019 
No Pekerjaan Laki-laki Perempuan Jumlah 
1 PNS 4 6 10 
2 TNI/Polri 6 - 6 
3 Petani 183 27 210 
4 Buruh Tani 321 26 347 
5 Pengrajin 2 - 2 
6 Pensiun 1 - 1 
 Jumlah  517 59 576 
Sumber: Data Sistem Informasi Desa Tahun 2018 
 

































Data diatas menunjukkan jumlah warga Desa Jampes yang berprofesi 
sebagai PNS sebesar 2%, sedangkan jumlah warga yang berprofesi sebagai 
TNI/Polri sebanyak 1%, jumlah warga yang bekerja sebagai petani yaitu 
36.4%, jumlah warga yang bekerja sebagai buruh tani sebanyak 60.1%, jumlah 
warga yang bekerja sebagai pengrajin sebanyak 0.3% sedangkan jumlah warga 
yang pensiunan sebanyak 0.2%. Dengan demikian pekerjaan warga Desa 
Jampes sebagian besar adalah sebagai buruh tani. 
5. Status perkawinan 
Dalam status perkawinan di Desa Jampes Kecamatan Pace 
Kabupaten Nganjuk, jumlah kepala keluarga sebanyak 673 (enam ratus tujuh 
puluh tiga) KK, yang terdiri dari yang pertama adalah keluarga prasejahtera 
sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat) KK, selanjutnya keluarga 
sejahtera sejumlah 354 (tiga ratus lima puluh empat) KK dan yang terakhir 
adalah keluarga sejahtera III plus yang banyaknya 22 (dua puluh dua) KK.2 
 
  
                                                          
2 Ibid.  
 

































B. Pinjaman Dengan Jaminan Buku Nikah 
1. Wawancara Pemberi Pinjaman 
Kondisi perekonomian yang berada di kawasan desa sangat rentan 
dengan kata kekhawatiran dan kemiskinan, karena tidak meratanya sistem 
ekonomi yang kuat dan kurangnya edukasi serta sistem informasi dalam 
pengelolaan sumber daya alam. Keadaan ini mendorong berdirinya jasa 
pinjaman atau utang piutang yang bertujuan untuk membantu warga desa dan 
dengan adanya jasa pinjaman atau utang piutang tersebut diharapkan warga 
desa mampu untuk mengelola sumber daya desa yang dimiliki, membangun 
usaha kecil hingga menengah serta dapat memenuhi kebutuhan warga 
masyarakat yang lainnya yang sifatnya mendesak.. 
Wiyono (55) seorang warga laki-laki desa Jampes Kecamatan Pace 
mendirikan jasa pinjaman atau utang piutang dengan tujuan untuk membantu 
warga desa yang membutuhkan uang. Selain itu, alasan lain dari mendirikan 
jasa pinjaman atau utang piutang adalah untuk memperoleh keuntungan dari 
pinjaman yang diberikan tersebut. Pinjaman yang diberikan adalah pinjaman 
dengan menggunakan sistem bunga, pada saat peminjam akan mengangsur 
atau membayar utang pada setiap bulannya disertai dengan pembayaran 
bunga. Bunga yang dibayar oleh peminjam pada setiap bulan tersebut akan 
menjadi keuntungan atas jasa yang telah diberikan dengan meminjamkan uang 
kepada warga masyarakat yang membutuhkan.3 
                                                          
3 Wiyono, Wawancara 22 November 2019. 
 

































Dalam meminjam uang atau utang kepada Wiyono (55) harus 
menyerahkan jaminan. Jaminan yang digunakan dalam utang piutang adalah 
barang-barang yang memiliki nilai ekonomis. Penyerahan jaminan tersebut 
diharapkan akan meghilangkan kekhawatiran apabila suatu saat nanti utang 
tidak dapat terbayar secara lunas maka barang yang dijadikan sebagai jaminan 
tersebut akan tetap ditahan oleh pemberi pinjaman sampai peminjam dapat 
membayar pinjaman atau utang yang dilakukan. Sehingga diharapkan adanya 
barang sebagai jaminan dalam pinjaman atau utang piutang tersebut 
memberikan kemungkinan kecil terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh 
peminjam. Selain itu dengan adanya jaminan dalam pinjaman atau utang 
piutang tersebut akan menciptakan nilai saling mempercayai antara kedua 
belah pihak, yaitu antara pihak yang memberikan pinjaman atau pihak yang 
memegang barang jaminan dari pinjaman atau utang piutang dan pihak yang 
meminjam uang atau yang menyerahkan jaminan dengan membayar angsuran 
pinjaman sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah ditentukan dalam 
kesepakatan. 
Pada awalnya benda atau barang yang dapat digunakan sebagai 
jaminan dalam pinjaman atau utang piutang adalah segala benda yang 
memiliki nilai berharga yang dimiliki oleh peminjam. Dengan demikian 
banyak warga yang mengajukan pinjaman dengan jaminan salah satunya 
adalah KTP, akta kelahiran anak dan buku nikah. Jaminan tersebut 
memudahkan masyarakat dalam mengajukan pinjaman sehingga dapat 
menarik banyak warga masyarakat yang melakukan pinjaman atau utang 
 

































piutang kepada Wiyono (55) dan tidak sedikit warga masyarakat yang 
meminjam dengan menggunakan jaminan buku nikah. Alasan Wiyono (55) 
memperbolehkan pinjaman atau utang piutang dengan menggunakan jaminan 
buku nikah yaitu: 
“Buku nikah itu penting, apabila suatu saat nanti anak dari orang 
yang meminjam uang kepada saya menjadi PNS atau menikah dengan 
PNS maka mau tidak mau mereka akan segera melunasi utang untuk 
mengambil buku nikah yang mereka jaminkan, karena buku nikah 
digunakan sebagai salah satu persyaratan”.4 
Pernyataan tersebut yang meguatkan keyakinan Wiyono (55) 
menerima pinjaman dengan jaminan buku nikah dan memberikan kepercayaan 
kepada warga masyarakat bahwa mereka akan melunasi utang yang dilakukan. 
Dapat diketahui bahwa buku nikah bukan merupakan jaminan yang dapat 
memberikan tekanan dalam arti tidak dapat mendorong atau memaksa 
peminjam untuk segera membayar pinjaman apabila telah jatuh tempo. Buku 
nikah tidak dapat memberikan kekhawatiran kepada peminjam suatu saat  
jaminan yang diberikan akan dijual oleh pemberi pinjaman untuk melunasi 
pinjaman yang belum terbayar, karena buku nikah merupakan suatu jaminan 
yang tidak dapat dijual sehingga tidak memikili nilai tekanan yang kuat 
kepada peminjam, hanya apabila ada peminjam yang benar-benar 
membutuhkan yang akan mengambil jaminannya sehingga dihawatirkan 
dapat menimbulkan wanprestasi yang dilakukan oleh peminjam. Karena 
pinjaman tersebut menggunakan asas kepercayaan antara pemberi pinjaman 
                                                          
4 Wiyono, Wawancara 22 November 2019. 
 

































dan pemberi jaminan atau pihak yang berutang, pinjaman dengan jaminan 
buku nikah diperbolehkan. 
Dalam melakukan pinjaman atau utang piutang kepada Wiyono (55) 
terdapat tiga tahap yang harus dilalui oleh peminjam yaitu: pertama adalah 
pengajuan pinjaman, dalam mengajukan pinjaman atau utang piutang 
peminjam harus menemui pemberi pinjaman secara langsung atau dapat 
dengan perwakilan dari pihak yang peminjam. Kedua yaitu survei, setelah 
mengajukan pinjaman atau utang piutang selanjutnya pihak pemberi utang 
akan mengadakan survei dengan meminta barang yang dijadikan sebagai 
jaminan dari pinjaman atau utang piutang. Survei yang dilakukan oleh 
pemberi pinjaman tersebut adalah dengan memeriksa barang jaminan, yaitu 
barang yang dijadikan sebagai jaminan dari pinjaman tersebut nama dan status 
kepemilikannya harus sesuai dengan peminjam dan barang jaminan yang 
diserahkan mempunyai nilai ekonomis yang sepadan atau lebih dengan jumlah 
pinjaman yang diajukan. Ketiga, tahap terakhir yaitu apabila setelah di periksa 
dan barang yang digunakan sebagai jaminan tersebut sesuai antara nama 
pemilik barang dengan peminjam serta barang jaminan tersebut mempunyai 
nilai ekonomis yang sepadan atau lebih dengan jumlah pinjaman atau utang 
piutang maka pinjaman yang diajukan oleh peminjam akan diberikan kepada 
peminjam sesuai dengan jumlah yang telah diajukan.5 
  
                                                          
5 Ibid. 
 

































2. Wawancara Peminjam 
Banyak warga masyarakat desa yang meminjam uang atau utang 
kepada Wiyono (55) karena kemudahan syarat dan ketentuan yang diberikan 
jika di bandingkan dengan meminjam uang bank atau sejenisnya. Dalam 
meminjam uang atau utang kepada Wiyono (55) warga hanya perlu melalui 
tiga tahapan, yaitu pengajuan pinjaman, survei barang yang digunakan sebagai 
jaminan dan selanjutnya uang akan diberikan. Sedangkan meminjam uang di 
bank atau sejenisnya akan memalui beberapa tahap yang dinilai lebih rumit 
dan waktu penyerahan uang atau dengan kata lain pencairan uang 
membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal tersebut yang menjadi alasan 
banyak warga masyarakat lebih memilih mengajukan pinjaman kepada 
Wiyono (55) dari pada di bank atau sejenisnya. 
“Sebagai ibu rumah tangga yang pekerjaannya mengurus rumah 
tangga dan anak, saya harus pandai dalam mengatur uang. Pekerjaan 
suami penghasilannya tidak menentu, terkadang mendapat 
penghasilan banyak terkadang sedikit, apalagi kami mempunyai tiga 
anak yang ke-tiganya bersekolah, tentu saja membutuhkan banyak 
uang untuk membiayai sekolah mereka dan mencukupi segala 
kebutuhan mereka dengan layak”.6 
Penghasilan yang tidak menetap juga mendukung terjadinya utang 
piutang terlebih di desa banyak warga masyarakat yang memiliki pekerjaan 
sebagai seorang petani dan kuli yang mempunyai banyak uang ketika musim 
panen tiba dan saat banyak garapan bangunan. Pada saat musim non panen 
petani tidak memiliki cukup banyak uang sehingga utang adalah jalan terbaik 
                                                          
6 Badriyah, Wawancara 23 November 2019. 
 

































untuk bertahan dan memenuhi kebutuhan yang sifatnya mendesak. Apabila 
saat panen telah tiba utang akan dibayar lunas dan apabila hasil panen tidak 
memuaskan atau tidak sesuai dengan harapan, maka pinjaman atau utang akan 
terjadi lagi sebagai tambahan modal petani untuk menanam padi kembali. 
Sedangkan kuli bangunan akan mendapatkan uang ketika banyak tawaran 
proyek atau pembangunan namun tidak setiap saat proyek atau bangunan ada, 
karena pekerjaan kuli bersifat musiman. Kondisi demikian menjadi salah satu 
faktor yang kuat sebagai pendorong terjadinya utang piutang. 
 “Anak saya yang paling tua kelas 3 SMA, anak kedua saya kelas 6 
SD dan anak terakhir saya kelas 1 SD. Pada saat anak tertua saya 
lulus SMA dan hendak melanjutkan ke perguruan tinggi anak kedua 
saya juga lulus SD dan melanjutkan ke SMP, anak saya lulus secara 
bersamaan dan biaya untuk melanjutkan sekolah mereka terbilang 
cukup besar. Saat itu kami kekurangan uang untuk membiayai 
sekolah kedua anak saya, sehingga kami melakukan utang”.7 
 “Biaya sekolah yang mendesak dan saat anak saya ingin khitan salah 
satu dana tambahan yang digunakan adalah pinjaman atau utang, 
karena penghasilan orang desa tidak menentu dan hasilnya tidak 
begitu banyak.”8 
“Kebanyakan orang sini melakukan pinjaman untuk keperluan 
sekolah anak-anaknya karena anaknya banyak dan jaraknya dekat-
dekat seperti saya”.9 
Keadaan yang sifatnya mendesak yang dialami oleh masyarakat 
pedesaan umumnya salah satunya karena kurangnya uang untuk pengeluaran 
biaya pendidikan anak yang cukup besar yang terjadi pada saat sedang tidak 
memiliki uang, sehingga mengakibatkan terjadi pinjaman atau utang piutang. 
Hal tersebut yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pinjaman 
                                                          
7 Ibid. 
8 Bintikah, Wawancara 13 Desember 2019. 
9 Suyati, Wawancara 13 Desember 2019. 
 

































atau utang piutang dilakukan oleh sebagian besar keluarga yang memiliki 
banyak anak yang masih menempuh pendidikan. 
Menurut warga yang mengajukan pinjaman dengan buku nikah, 
mereka menggunakan buku nikah sebagai jaminan atas pinjaman atau utang 
piutang karena menurut mereka buku nikah tidak terlalu sering digunakan, 
meskipun buku nikah memiliki nilai yang sangat berharga. Selain itu jumlah 
pinjaman atau utang piutang yang diajukan kepada Wiyono (55) tidak terlalu 
besar, jadi lebih memilih menghindari pinjaman dengan menggunakan 
jaminan BPKB atau sertifikat yang mungkin pada suatu saat dapat digunakan 
apabila membutuhkan pinjaman dengan jumlah yang lebih besar. Alasan 
tersebut yang membuat warga lebih memilih menggunakan jaminan buku 
nikah dari pada menggunakan jaminan KTP yang lebih sering digunakan atau 
akta kelahiran anak yang juga lebih sering digunakan karena masih banyak 
anak mereka yang menempuh pendidikan. Pertimbangan-pertimbangan 
tersebut yang menjadi dasar warga masyarakat menggunakan buku nikah 
sebagai jaminan dalam pinjaman atau utang piutang. Setelah memiliki uang 
untuk melunasi pinjaman atau utang piutang, buku nikah yang digunakan 
sebagai jaminan akan segera diambil kembali. 
Selain itu salah satu alasan warga masyarakat yang mengajukan 
pinjaman atau utang piutang dengan buku nikah sebagai jaminan yaitu karena 
sudah tidak memiliki benda bernilai lainnya yang dapat dijadikan sebagai 
jaminan. Salah satu yang menjadi penyebab benda lain yang bernilai yang 
 

































dimiliki sudah digunakan sebagai jaminan pinjaman atau utang piutang yang 
dilakukan ditempat yang lain. Pinjaman dengan jaminan buku nikah dilakukan 
sebagai salah satu bentuk dari keadaan ekonomi yang kurang untuk memenuhi 
kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Selain itu didalam kehidupan 
bermasyarakat utang piutang sudah biasa terjadi sebagai kebiasaan dari 
sebagian besar warga masyarakat desa, sebab hakikat manusia adalah sebagai 
makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain dan pinjaman 
atau utang piutang merupakan bentuk realisasi dari penerapan manusia 
sebagai makhluk sosial.10 
Kesimpulan dari wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat 
dalam pinjaman dengan jaminan buku nikah tersebut adalah pinjaman yang 
diajukan merupakan salah satu bentuk dari kesenjangan ekonomi akibat dari 
besarnya pengeluaran dari pada penghasilan. Jasa pinjaman atau utang piutang 
didirikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan uang dan juga 
sebagai ladang untuk mencari keuntungan. Praktik pinjaman dengan jaminan 
buku nikah terjadi atas pertimbangan buku nikah lebih jarang digunakan 
dibandingkan dengan benda berharga lainnya seperti KTP, akta kelahiran 
anak, BPKB serta sertifikat tanah yang lebih sering dibutuhkan. 
  
                                                          
10 Bintikah, Wawancara 13 Desember 2019.  
 
 

































3. Hak dan Kewajiban Para Pihak 
a. Hak dan kewajiban yang harus dipenuhi peminjam: 
1) Membayar angsuran pinjaman beserta bunganya sesuai dengan jumlah 
yang harus dibayar setiap bulan; 
2) Memberikan barang yang digunakan sebagai jaminan dalam pinjaman 
atau utang piutang kepada pemberi pinjaman; 
3) Disiplin, angsuran pinjaman harus dibayar tepat waktu sesuai dengan 
kesepakatan, yaitu setiap awal bulan, pertengahan bulan atau akhir 
bulan serta melunasi semua utang sesuai dengan waktu yang telah 
disepakati dalam perjanjian. 
b. Hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pemberi pinjaman: 
1) Memberikan pinjaman kepada peminjam sesuai jumlah yang 
dibutuhkan (minimal Rp 500.000,00 maksimal Rp 3.000.000,00); 
2) Menahan barang atau benda yang digunakan sebagai jaminan dalam 
pinjaman atau utang piutang dan menjaga barang tersebut sampai 
utang peminjam terbayar lunas; 
3) Mengembalikan barang yang digunakan sebagai jaminan dalam 
pinjaman atau  utang piutang apabila utang peminjam telah dibayar 
secara lunas.11 
  
                                                          
11 Wiyono, Wawancara 22 November 2019. 
 

































C. Praktik Pinjaman di Desa Jampes Kecamatan Pace 
Secara umum dapat dikatakan bahwa pengertian dari pinjaman adalah 
sesuatu yang dimiliki oleh seseorang yang berupa semua jenis barang atau benda 
yang berwujud yang kemudian diambil alih sementara nilai kepemilikannya oleh 
orang lain dan pada suatu saat nanti akan dikembalikan kembali sesuai dengan 
keadaan dan bentuk yang sama pada seperti semula, biasanya utang piutang lebih 
sering diidentikan dengan uang. 
Pinjaman yang terjadi di Desa Jampes Kecamatan Pace Kabupaten 
Nganjuk adalah suatu bentuk pinjaman yang berupa uang yang sering disebut 
degan utang. Dalam pinjaman atau utang piutang tersebut terdapat dua pihak yang 
terlibat yaitu pihak yang menyediakan pinjaman atau utang piutang dan pihak 
yang mengajukan pinjaman. Wiyono (55) adalah pihak yang menyediakan 
pinjaman atau utang piutang di Desa Jampes Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. 
Dalam pinjaman tersebut Wiyono (55) sebagai pemberi pinjaman yang 
memberikan sejumlah uang kepada yang mengajukan pinjaman atau utang piutang 
kepadanya. Kemudian pinjaman atau utang piutang yang diberikan tersebut akan 
dibayar kembali dalam bentuk angsuran berkala sesuai dengan jumlah dan waktu 
yang telah disepakati. Pembayaran angsuran pinjaman atau utang piutang tersebut 
disertai dengan pembayaran bunga sebagai imbalan atas jasa telah memberikan 
pinjaman atau utang piutang.12 
                                                          
12 Wiyono, Wawancara 22 November 2019.  
 

































Dalam mengajukan pinjaman atau utang piutang kepada Wiyono (55), 
terdapat beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dilakukan. Ketentuan 
tersebut yaitu peminjam harus mengetahui jumlah minimal dan jumlah maksimal 
melakukan pinjaman. Jumlah minimal pinjaman yang diajukan sebesar Rp 
500.000,00 sedangkan jumlah maksimal pinjaman yang diajukan sebesar Rp 
3.000.000,00 dalam kurun waktu pembayaran pinjaman adalah satu tahun atau 12 
kali angsuran. Sedangkan syarat mengajukan pinjaman yaitu pinjaman harus 
disertai dengan penyerahan barang atau benda sebagai jaminan. Barang atau benda 
yang dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman atau utang piutang tersebut adalah 
barang yang memiliki nilai ekonomis atau barang yang memiliki nilai dan 
berharga. Salah satu contoh benda berharga yang dapat dijadikan sebagai jaminan 
pinjaman atau utang piutang adalah BPKB dan sertifikat. Dalam praktik pinjaman 
atau utang piutang di desa Jampes barang atau benda yang digunakan sebagai 
jaminan adalah buku nikah. 
“Saya mengajukan pinjaman uang sebesar Rp 1.000.000,00. Karena suami 
saya tidak berada dirumah, saya meminta tolong kepada tetangga saya 
untuk meminjamkan uang atas nama saya dengan menyerahkan BPKB 
sebagai jaminan pinjaman. Setelah pinjaman yang saya ajukan diberikan. 
Uang tersebut langsung saya gunakan untuk membayar uang pendaftaran 
sekolah kedua anak saya.”13 
Setelah pinjaman habis digunakan untuk membayar pendaftaran sekolah, 
baru diketahui bahwa BPKB yang digunakan sebagai jaminan pinjaman telah habis 
masanya dan sudah waktunya untuk diperpanjang. Hal tersebut baru diketahui 
setelah uang pinjaman habis untuk biaya sekolah. Denagn demikian Wiyono (55) 
                                                          
13 Badriyah, Wawancara 23 November 2019. 
 

































memberikan dua pilihan yaitu meminta barang atau benda berharga lainnya 
sebagai jaminan atau mengembalikan pinjaman yang telah diberikan. Oleh karena 
itu benda atau barang yang diserahkan sebagai jaminan pinjaman atau utang 
piutang adalah buku nikah, karena tidak memiliki benda berharga lain yang dapat 
digunakan sebagai jaminan selain buku nikah. Pinjaman atau utang piutang kepada 
Wiyono (55) tidak dipersulit dengan penyerahan barang jaminan. Benda atau 
barang apapun dapat digunakan sebagai jaminan dalam pinjaman dengan syarat 
benda atau barang tersebut memiliki nilai yang berharga.  
Dalam pinjaman atau utang piutang tersebut barang atau benda yang 
dijadikan jaminan hanya digunakan sebagai pengikat antara peminjam dan yang 
memberikan pinjaman. Pada dasarnya pinjaman atau utang piutang yang terjadi 
adalah pinjaman yang berdasar pada kesepakatan dan rasa saling percaya antara 
pemberi pinjaman dan peminjam uang. Pada saat peminjam tidak dapat melunasi 
pinjaman atau utang piutang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan 
berdasarkan kesepakatan, peminjam diperbolehkan mengajukan perpanjangan 
waktu sampai pinjaman atau utang piutang dapat terbayar lunas. Perpanjangan 
waktu yang diberikan tersebut adalah suatu bentuk toleransi yang diberikan oleh 
Wiyono (55) kepada peminjam. Toleransi tersebut berdasarkan alasan bahwa 
mayoritas warga masyarakat yang melakukan pinjaman kepadanya adalah warga 
masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi menengah kebawah. Perpanjangan 
waktu yang diberikan juga merupakan wujud dari suatu bentuk kepercayaan 
Wiyono (55) kepada peminjam bahwa peminjam akan mengembalikan pinjaman 
atau utang piutang. 
 

































Pengembalian pinjaman atau utang piutang dapat dilakukan dengan dua 
cara yaitu cara yang pertama adalah dengan mengangsur pinjaman atau utang 
piutang setiap bulan disertai dengan pembayaran tambahan sebagai jasa atas 
pinjaman yang diberikan atau disebut dengan bunga yaitu dengan persentase 
sebesar 5% setiap Rp 100.000,00. Contohnya apabila meminjam uang sebesar Rp 
2.000.000,00 dalam waktu sepuluh bulan maka angsuran yang harus dibayar adalah 
Rp 210.000,00 pada setiap bulannya. Cara kedua yaitu setiap bulan hanya 
mengangsur bunganya saja tanpa membayar utang pokok. Contohnya apabila 
meminjam uang sebesar Rp 1.000.000,00 maka setiap bulan bunga yang harus 
dibayar adalah Rp 50.000,00 sampai dapat melunasi utang pokok sesuai dengan 
kemampuan yang dimiliki peminjam.  
Kesimpulan dari praktik pinjaman atau utang piutang di Desa Jampes 
yaitu pinjaman atau utang piutang berupa uang yang disertai dengan penyerahan 
barang atau benda sebagai jaminan. Jaminan tersebut merupakan benda atau 
barang yang memiliki nilai yang berharga sebagai pengikat antara peminjam dan 
pemberi pinjaman, yaitu buku nikah. Pinjaman dapat dikembalikan dengan dua 
cara yang pertama dengan membayar angsuran utang pada setiap bulannya disertai 
dengan pembayaran bunga atau yang kedua pembayaran pinjaman atau utang 
piutang dengan membayar bunganya saja setiap bulan tanpa membayar utang 
pokok sampai peminjam dapat melunasi utang pokok.  
 


































ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN DENGAN JAMINAN 
BUKU NIKAH DI DESA JAMPES KECAMATAN PACE KABUPATEN 
NGANJUK 
 
A. Analisis Praktik Pinjaman Dengan Jaminan Buku Nikah Di Desa Jampes 
Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk 
Sebagai sebuah desa yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama 
Islam, tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu ajaran Islam adalah menolong 
sesama muslim. Praktik pinjaman atau utang piutang adalah salah satu sarana yang 
dapat digunakan dalam mengaplikasikan ajaran tersebut, yaitu dengan menolong 
warga masyarakat yang membutuhkan bantuan dengan memberikan pinjaman. 
Pinjaman juga sudah menjadi kebiasaan bagi warga desa, karena didalam praktik 
tersebut menumbuhkan rasa saling percaya yang selanjutnya akan menjadi rasa 
kekeluargaan. Perasaan yang tumbuh inilah yang kemudian mempererat tali 
persaudaraan antar warga masyarakat. 
Jasa pinjaman atau utang piutang yang didirikan oleh Wiyono (55) adalah 
sebuah pinjaman atau utang piutang yang berupa uang. Motivasi mendirikan 
pinjaman atau utang piutang tersebut adalah untuk membantu warga desa yang 
membutuhkan bantuan yang berupa uang. Selain sebagai sarana bantuan, pinjaman 
atau utang piutang juga dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan. 
Keuntungan yang didapatkan berasal dari bunga pinjaman yang akan dibayar oleh 
peminjam pada setiap bulannya sebagai biaya atas jasa pinjaman yang diberikan.  
 

































Besar bunga dalam pinjaman atau utang piutang yaitu 2% setiap Rp 
100.000,00. Jadi besar jumlah pinjaman atau utang piutang sangat mempengaruhi 
jumlah bunga yang harus dibayar. Semakin besar jumlah pinjaman atau utang 
piutang maka semakin besar pula jumlah bunga yang harus dibayar. 
Ketentuan dari sistem pinjaman Wiyono (55) sangat mudah dan proses 
pencairan uang pinjaman atau utang piutang juga cepat. Melalui tiga tahap, 
peminjam sudah mendapatkan uang pinjaman, pertama pengajuan pinjaman atau 
utang piutang kepada Wiyono (55) dengan bertemu secara langsung. Kedua 
dengan menyerahkan barang atau benda berharga sebagai jaminan atas pinjaman 
atau utang piutang. Kemudian yang ketiga yaitu survei data oleh Wiyono (55) 
yang diakhiri dengan penyerahan uang pinjaman kepada peminjam apabila jaminan 
yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Kemudahan dalam 
mengajukan pinjaman tersebut adalah salah satu alasan yang dapat menarik minat 
masyarakat banyak yang mengajukan pinjaman kepadanya. 
Jenis barang atau benda yang dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman 
atau utang piutang adalah barang atau benda yang memiliki nilai berharga. Salah 
satu jenis barang atau benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan adalah KTP, 
akta kelahiran anak, BPKB, sertifikat dan buku nikah. Tidak sedikit masyarakat 
desa yang mengajukan pinjaman atau utang piutang dengan buku nikah. Alasan 
memilih menggunakan buku nikah sebagai barang atau benda jaminan pinjaman 
dari pada barang atau benda lain adalah buku nikah merupakan satu-satunya benda 
atau barang berharga yang jarang digunakan jika dibandingkan dengan KTP, akta 
 

































kelahiran anak, BPKB, dan sertifikat. Selain itu pertimbangan lainnya 
menggunakan buku nikah sebagai jaminan adalah jumlah pinjaman yang tidak 
terlalu besar. Dapat diketahui BPKB atau sertifikat dapat digunakan untuk 
meminjam uang dalam jumlah yang besar, dikhawatirkan jika suatu saat mungkin 
akan memerlukan dana dalam jumlah besar. 
Menurut pendapat Wiyono (55) pinjaman atau utang piutang dengan 
jaminan buku nikah yang dipraktikkan di Desa Jampes merupakan bentuk bantuan 
yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam pinjaman atau 
utang piutang tersebut menggunakan jaminan berupa buku nikah karena buku 
nikah merupakan suatu benda atau barang yang berharga. Ada beberapa alasan lain 
yang menjadikan buku nikah sebagai benda atau barang yang berharga misalnya 
saat anak dari peminjam menjadi seorang PNS atau menikah dengan seorang PNS 
maka buku nikah akan diperlukan sebagai salah satu persyaratan. Pinjaman atau 
utang piutang tersebut menggunakan asas kepercayaan yang terjalin antara kedua 
pihak yaitu pihak yang memberi pinjaman dengan menjaga buku nikah sebagai 
jaminan dan pihak yang meminjam uang yang menyerahkan jaminan dengan 
melunasi semua pinjaman atau utang.1 
Pada penerapan praktiknya di Desa Jampes, banyak terjadi wanprestasi 
yang dilakukan oleh peminjam kepada Wiyono (55). Karena benda atau barang 
jaminan yang diberikan oleh peminjam adalah buku nikah. Dapat diketahui bahwa 
buku nikah tidak dapat memberikan nilai tekanan yang kuat kepada peminjam 
                                                          
1 Wiyono, Wawancara 22 November 2019.  
 

































untuk segera melunasi utang ketika jatuh tempo, karena buku nikah tidak dapat 
dujual untuk melunasi utang peminjam yang belum lunas. Dengan demikian 
Wiyono (55) tidak memiliki alasan yang kuat untuk menekan peminjam untuk 
segera membayar utang dan hanya memiliki keyakinan bahwa peminjam akan 
segera melunasi utang yang belum terbayar. Namun, pada kenyataannya 
kepercayaan yang diberikan Wiyono (55) tidak diindahkan oleh sebagian 
peminjam. Saat ini masih terdapat beberapa buku nikah yang belum terambil oleh 
pemiliknya dan buku nikah tersebut masih berada di tangan Wiyono (55). Buku 
nikah tersebut akan tetap berada di tangan Wiyono (55) selama utang belum 
dibayar lunas oleh peminjam dan buku nikah akan segera dikembalikan bersamaan 
dengan pembayaran utang secara lunas oleh peminjam. 
Dari uraian analisis pinjaman dengan jaminan buku nikah diatas dapat 
disimpulkan bahwa pinjaman yang diberikan oleh Wiyono (55) adalah sebuah 
pinjaman yang berupa uang. Pinjaman tesebut menggunakan sistem bunga yang 
dibayar pada setiap bulannya sebagai balas jasa karena telah memberikan bantuan 
pinjaman. Dalam pinjaman tersebut terdapat peyerahan jaminan, dan jaminan yang 
digunakan dalam pinjaman tersebut adalah buku nikah, dengan alasan buku nikah 
lebih tidak sering digunakan dari pada benda atau barang lain, selain itu jumlah 
pinjaman juga tidak terlalu banyak. BPKB atau srtifikat dapat digunakan untuk 
meminjam uang dalam jumlah yang lebih besar karena dikhawatirkan suatu saat 
jika suatu saat diperlukan banyak uang dalam keadaan yang mendesak. 
 

































B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dengan Jaminan Buku Nikah Di Desa 
Jampes Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk 
Obyek utama yang menjadi analisis penulis dalam penelitian ini adalah 
pinjaman dengan jaminan buku nikah. Seperti yang diketahui bahwa buku nikah 
jika digunakan sebagai jaminan pinjaman tidak memiliki nilai yang memaksa dan 
menekan kepada peminjam meskipun buku nikah memiliki nilai yang berharga. 
Dengan demikian, apakah pinjaman dengan jaminan buku nikah masih dapat 
digunakan dalam praktik pinjaman atau tidak menurut hukum Islam. Permasalahan 
tersebut yang akan penulis analisis dan menjadi pokok dalam pembahasan. 
 فَِاْن اَِمَن بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا فَ ْليُ َؤد ِ 
ِۗ
ْقبُ ْوَضٌة ٌنمَّ ُتْم َعل ى َسَفٍر وََّلْم َتِجُدْواَكاتًِبا َفرِه  الَِّذى اْؤتُِمَن اََما نَ َتُه َوِاْن ُكن ْ
 َوَمْن يَّْكُتْمَها فَِانَّهُ  ا ثٌِم قَ ْلُبُهِۗ 
 ﴾٣٨٢﴿ اللَُّه ِبَما تَ ْعَمُلْوَن َعِلْيمٌ وَ  َوْليَ تَِّق اللََّه َربَُّهِۗ َوالََتْكُتُمواالشََّهاَدَةِۗ
 “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan 
seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. 
Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah 
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya), dan hendaklah 
dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu 
menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, 
sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan”. 
Dalam surah al-Baqarah ayat 283 telah disebutkan secara jelas bahwa 
Allah menghalalkan hukum jaminan dalam pinjaman atau utang piutang. Dengan 
demikian adanya benda yang ditahan dalam pinjaman atau utang piutang 
hukumnya diperbolehkan, dengan syarat benda atau barang yang dijadikan sebagai 
jaminan dalam pinjaman atau utang piutang tidak dilarang oleh Islam. Selain itu 
benda atau barang yang dijadikan sebagai jaminan juga harus memiliki nilai yang 
berharga. Buku nikah merupakan salah satu benda atau barang yang dapat 
 

































dijadikan sebagai jaminan dalam pinjaman atau utang piutang karena tidak 
dilarang oleh Islam dan buku nikah memiliki nilai yang berharga. Jaminan adalah 
penahanan benda atau barang berharga yang dimiliki seseorang karena adanya 
sebuah perjanjian pinjaman atau utang piutang. Adanya jaminan dalam pinjaman 
atau utang piutang dimaksudkan dengan tujuan untuk mengurangi kelalaian 
terhadap pinjaman yang telah diberikan oleh pemberi pinjaman dan memberi rasa 
aman kepada kedua belah pihak. Untuk peminjam sebagai kepercayaan dengan 
adanya jaminan yang diberikan dan untuk pemberi pinjaman agar terhindar dari 
wanprestasi yang dilakukan oleh peminjam dengan adanya benda atau barang yang 
dipegang dalam pinjaman atau utang piutang.  
Rukun adalah sesuatu yang harus dilakukan setelah melakukan sesuatu, 
sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dilakukan sebelum melakukan 
sesuatu. Menurut jumhur ulama rukun jaminan ada 4, yaitu s}ighat, rahin dan 
murtahin, marhun serta marhun bih. Syarat jaminan yaitu s}ighat : pada saat aqad 
tidak dikaitkan dengan persyaratan tertentu, rahin dan murtahin : orang yang 
cakap dalam berbuat hukum, marhun : jelas nilai dan jumlahnya, dapat 
diserahterimakan, milik sendiri secara sah serta mengandung manfaat, marhun bih 
: dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjam serta barang jaminan dapat 
dijual untuk membayar atau melunasi utang peminjam. Dari penjelasan diatas 
praktik pinjaman di Desa Jampes Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk telah 
memenuhi rukun dan syarat jaminan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. 
 

































Pinjaman atau utang piutang dalam Islam hukumnya halal sesuai dengan 
firman Allah surah al-Hadid ayat 11, yaitu: 
ِعَفُه َلُه َوَلهُ  َاْجٌر َكرِيمٌ   ﴾١١﴿ َمْن َذاالَِّذْي يُ ْقِرُض اللَه قَ ْرًضاَحَسًنا فَ ُيض 
 “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, 
Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia 
akan memperoleh pahala yang banyak”. 
Dalam ayat diatas disebutkan dengan jelas bahwa pinjaman atau utang 
piutang hukumnya diperbolehkan. Adapun syarat dalam utang piutang secara garis 
besar ada dua yaitu: 
1) Tidak mendatangkan keuntungan, apabila utang piutang yang dilakukan 
menghasilkan keutungan maka termasuk dalam kategori riba, karena segala 
bentuk tambahan adalah riba. Kecuali apabila terdapat tambahan yang 
diberikan oleh peminjam yaitu sebagai bentuk ucapan terima kasih atas utang 
yang telah diberikan dan tambahan atas utang tersebut tidak disebutkan dalam 
perjanjian utang piutang; 
2) Tidak disertai dengan transaksi lain, misalnya disertai dengan akad jual beli, 
maka utang piutang tidak diperbolehkan. Utang piutang disertai akad jual beli 
tersebut menjadi boleh hukumnya apabila nilainya sama. 
Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa syarat pinjaman atau utang 
piutang tidak mendatangkan keuntungan dan tidak disertai dengan transaksi lain. 
Sedangkan dalam praktik pinjaman yang terjadi di desa Jampes Kecamatan Pace 
yaitu pinjaman yang didirikan untuk mencari keuntungan dengan membayar bunga 
setiap bulan sebagai jasa atas pinjaman yang disebutkan diawal akad. 
 

































Menurut jumhur ulama fuqaha rukun pinjaman atau utang piutang ada 
empat yaitu aqid, ma’qud ‘alaih dan s}ighat. Dalam praktik pinjaman atau utang 
piutang di desa Jampes Kecamatan Pace telah memenuhi rukun sesuai dengan yang 
disebutkan oleh jumhur ulama fuqaha, namun terdapat satu syarat yang tidak 
terpenuhi yaitu adanya keuntungan yang diperoleh dari adanya pinjaman atau 
utang piutang yang dilakukan dan keuntungan tersebut jelas memberatkan dan 
merugikan bagi peminjam. Keuntungan yang dihasilkan dalam pinjaman atau 
utang piutang termasuk dalam kategori riba dan hukum dari riba adalah haram. 
Jika dalam suatu pinjaman atau utang piutang mengandung unsur riba didalamnya 
maka hukunya haram dilakukan. 
Kesimpulan dari analisa diatas yaitu: 
Pertama, praktik pinjaman dengan jaminan buku nikah di desa Jampes 
Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk adalah pinjaman yang berupa uang dan 
didalam pinjaman atau utang piutang tersebut terdapat tambahan yang harus 
dibayar oleh peminjam sebagai balas jasa terhadap utang yang diberikan. 
Kedua, rukun dan syarat jaminan telah terpenuhi dan jaminan yang 
digunakan dalam pratik pinjaman atau utang piutang tersebut adalah buku nikah 
yang halal dan diperbolehkan, namun dari segi pinjaman rukun telah terpenuhi 
tetapi terdapat satu syarat pinjaman yang tidak terpenuhi yaitu pinjaman tidak 
diperbolehkan untuk mencari keuntungan. Dalam praktik pinjaman tersebut 
keuntungan adalah tujuan dari pinjaman. 
 
 




































1. Rukun dan syarat jaminan dalam praktik pinjaman atau utang piutang tersebut 
telah terpenuhi dan barang atau benda yang digunakan sebagai jaminan dalam 
utang piutang tersebut adalah buku nikah yang memiliki nilai berharga, sah 
dan boleh digunakan dalam pinjaman.  
2. Praktik pinjaman dengan jaminan buku nikah tersebut telah memenuhi rukun 
dalam pinjaman, namun terdapat satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu dalam 
pinjaman terdapat tambahan. Tambahan dalam pinjaman atau utang piutang 
tidak diperbolehkan karena meranah pada unsur riba yang memberatkan dan 
merugikan bagi peminjam dan hukum riba haram dalam Islam. 
Dengan demikian, praktik pinjaman dengan jaminan buku nikah di desa 
Jampes Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk hukum jaminannya yang berupa 
buku nikah sah dan diperbolehkan, namun praktik pinjaman tersebut harus 
dihindari karena mengandung riba. 
  
 

































C. Saran  
1. Sebaiknya pinjaman dengan jaminan buku nikah tidak digunakan, apabila 
ditinjau secara hukum praktik tersebut halal dan sah, namun buku nikah tidak 
memiliki nilai yang memaksa kepada peminjam sehingga dikhawatirkan 
terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh peminjam karena buku nikah 
merupakan benda berharga yang tidak dapat dijual sebagai pelunasan utang. 
2. Seharusnya dalam pinjaman atau utang piutang menggunakan prinsip syariah 
agar terhindar dari tambahan yang meranah kepada unsur riba yang 
diharamkan Islam, karena pada dasarnya pinjaman diberikan dengan maksud 
untuk membantu bagi yang membutuhkan. 
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